Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
No. 2254 K/Pid.Sus/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan

sebagai berikutdalam perkara Terdakwa:

Nama :Ir. H.ABDUL AZIS, M.M,;

Tempat lahir : Gurat Batu;

Umur/tanggal lahir : 54 tahun /9 Mei 1959;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal :Jalan lkan Lemeduk No. 44, Kelurahan

Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat,
Kabupaten Asahan;
Agama > Islam;
Pekerjaan : PNS (Staf Ahli Bid. Pembangunan Kota Tanjung
Balai)/Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Tanjung Balai;
Terdakwa berada di dalam tahanan:
1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal
26 Januari 2014;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2014
sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai
dengan tanggal 26 Februari 2014;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari
2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal
28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei
2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan
tanggal 22 Juli 2014;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2014
sampai dengan tanggal 20 September 2014;
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9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub.
Ketua Muda Pidana No. 2633/2014/S.1017.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal
13 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima
puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 September 2014;
10.Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 2634/2014/S.1017.Tah.Sus/PP/
2014/MA tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan
selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 November 2014;
11.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub.
Ketua Muda Pidana No. 3393/2014/S.1017.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal
6 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh)
hari, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2015;
12.Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 3394/2014/S.1017.Tah.Sus/PP/
2014/MA tanggal 6 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan
selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Februari 2015;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:
KESATU:
PRIMAIR
Bahwa Terdakwa Ir. H. ABDUL AZIS, M.M. NIP 195905091985031001
diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungbalai
Asahan berdasarkan SK Nomor 820/52/K/2009, tanggal 2 Maret 2009, juga
menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan konstruksi hotmix,
dengan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor
050/03.B/K/2012 tanggal 10 Januari 2012 Tentang Penetapan Pengguna
Anggaran Kota Tanjungbalai Pada Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, baik
bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Suhardi,
S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Djoko Pranoto,
Christina Ria Wati Siahaan, S.T. selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan
Pembangunan Konstruksi hotmix di Jalan Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman
Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, dan Yusni Ali selaku Direktur CV
Maju Citra Utama selaku Pelaksana Pekerjaan Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan

H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar Kota
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Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBD Kota Tanjungbalai Tahun

Anggaran 2012 serta Muhammad Jani als Jani, selaku Inspector CV Lae

Consultant selaku Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan

secara terpisah) pada tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal

10 Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan

September tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidak-

tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan H. Adlin

Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai

atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Medan, berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal

7 Februari 2011, “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan

suatu perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang

lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau

Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjungbalai”’, yang

dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. telah diangkat sebagai Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Tanjungbalai berdasarkan SK Nomor 820/52/K/2009
tanggal 2 Maret 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor
050/03.B/K/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah
Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran (TA. 2012), diangkat/ditunjuk selaku
Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai;

- Bahwa selain menjabat sebagai PA, Terdakwa juga menjabat sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu
Jalan Konstruksi Hotmix pada Jalan H. Adlin Siddin dan ruas Jalan
Abdurrahman Kota Tanjungbalai di TA 2012, yang pengangkatan sebagai
PPK tidak didukung dengan SK Walikota Tanjungbalai;

- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung, Nomor
1.03.01.18.03.5.2, Dinas Pekerjaan Umum mendapat alokasi dana sebesar
Rp8.404.593.000,00 (delapan milyar empat ratus empat juta lima ratus
sembilan puluh tiga ribu rupiah), untuk Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan, yang antara lain didalamnya terdapat alokasi dana

untuk 1 paket Pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi
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Hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai

sebesar Rp937.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus

lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

e Rp852.500.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu
rupiah) berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK);

e Rp85.250.000,00,00 (delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah) berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pendamping;

- Bahwauntuk melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) tersebut, tanggal 12 Januari 2012 Walikota
Tanjungbalai menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 900/05.A/K/2012
Tentang Penunjukkan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran,BendaharaPenerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan
Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2012, selanjutnya SK ini diubah tanggal
7 Februari 2012 menjadi SK Nomor 900/21/K/2012,yang menunjuk Nurlisna
sebagai Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa untuk merealisasi DPA tersebut, tanggal 16 Maret 2012 Terdakwa Ir.
H. Abdul Aziz, M.M. selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PU menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 050/350.a/K/2012 Tentang Penetapan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Teknis, Staf Keuangan dan Staf
Administrasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai,
khusus untuk jenis pekerjaan Pemeliharaan lapis Permukaan dengan
Konstruksi Hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota
Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012, dengan nilai proyek Rp937.750.000,00
(sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah
sebagai berikut:

No Nama Jabatan
Ir. H. Abdul Aziz, MM Pengguna Anggaran (PA)
2 | Suhardi, ST Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)
Djoko Pranoto Staf Teknis
Christina Ria Wati Siahaan, ST Staf Teknis

- Dan pada tanggal 12 April 2012, Terdakwa selaku PA menerbitkan SK
Nomor 050/520.a tentang Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/
Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran
2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, adalah:
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No

Nama Kedudukan dalam kepanitiaan
1. | SufriEka Dharma, ST
NIP. 19740512 200112 1 004 Ketua merangkap Anggota

Kabid Cipta Karya
2. | Muhammad Amin, ST. MT

NIP. 19700720 200012 1 007 Sekretaris merangkap Anggota
Kabid Program

3. | Andri Muharwan
NIP. 19781201 200604 1013 Anggota

Kabid Evaluasi dan Pelaporan
4. | Syahrial, ST. M.Si

19780612 200502 1 001 Anggota
Kasi Perencanaan

5. | Mbardo Hamzah Hrp, ST
19780131 200904 1 001 Anggota
Staf Dinas PU

- Bahwa Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/
Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di
Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai juga meliputi jenis
program kegiatan pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan
konstruksi hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota
Tanjungbalai;

Panitia Pengadaan sesuai SK tersebut bertugas:

a) Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

b) Menetapkan Dokumen Pengadaan;

¢) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

d) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I
masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta
menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan
Nasional;

e) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau
pascakualifikasi;

f) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran
yang masuk;

g) Menjawab sanggahan;

h) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;

i) Menyerahkan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada
PPK;

i) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
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k) Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA;
) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa kepada PA.

- Bahwapadatahun 2012 (tanpa mencantumkan bulan dan tanggal) Terdakwa
bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membuat dan
menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pemeliharaan
Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Jalan H. Adlin Siddin dan
Jalan Abdulrrahman sebesar Rp937.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh
tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai

berikut:

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
REKAPITULASI

Proyek/Bagpro : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai

No. Paket Kontrak : APBD 2012

Nama Paket : Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi
Hotmix Jl. H. Adlin Siddin dan JI. Abdurahman Kec.
Datuk Bandar

Prov/Kab/Kodya : Kota Tanjung Balai/Prov. Sumatera Utara

No. _ Jumlah .Harga
Divisi Uraian Peker!aan
(Rupiah)
1 Umum 31.107.945,00
2 Drainase 0,00
3 Pekerjaan Tanah 0,00
4 Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan 76.735.585,50
5 Perkerasan Non Aspal 48.526.006,71
6 Perkerasan Aspal 776.143.314,65
7 Struktur 0,00
8 Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor 5.242.730,21
9 Pekerjaan Harian 0,00
10 | Pekerjaan Pemeliharaan Rutin 0,00
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umumdan | 937.755.582,08
Keuntungan
(B) Dibulatkan 937.750.000,00
Terbilang : sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah
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: Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai
: APBD - 2012

: Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi
Hotmix JI. H. Adlin Siddin dan JI. Abdurahman Kec.

Datuk Bandar
Prov / Kab / Kodya : Kota Tanjung Balai/Prov. Sumatera Utara
No. Mata Uraian Satuan Perkiraan | Harga Satuan | Jumlah Harga-
Pembayaran Kuantitas (Rupiah) Harga (Rupiah)
a b c D E f=(dxe)
DIVISI.1 UMUM
1.2 Mobilisasi LS 1,00 31.107.945,00 31.107.945,00

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi

Perkiraan Harga Pekerjaan

31.107.945,00

DIVISI 4. PELEBARAN
PERKERASAN DAN BAHU
JALAN

421 Lapis Pondasi  Agregat M2 135,00 568.411,74 76.735.585,50
Kelas A
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI. 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan 76.735.585,50
DIVISI. 5 PERKERASAN
BERBUTIR
511 Lapis Pondasi Agregat M3 85,50 567.555.63 48.526.006,71
Kelas A
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI.5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan 48.526.006,71
DIVISI 6. PERKERASAN
ASPAL
6.1(1)(a) Lapis Resap Pengikat - Liter 617,74 12.314,34 7.607.026,56
aspal Cair
6.1(2)(a) Lapis Perekat — Aspal Cair Liter 712,44 12.593,93 8.972.393,95
6.3(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 617,02 482.540,77 297.736.303,48
(gradasi-halus/ kasar)
6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC- Ton 99,18 482.357,49 47.840.215,52
BC) (gradasi halus/ kasar)
6.3.8.a Aspal Minyak Ton 38,38 10.678.250,00 | 409.800.777,21
6.4.(5) Bahan Anti Pengelupasan Liter 135,45 30.909,09 4.186.597,93
(anti stripping Agent)
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan
776.143.314,65
DIVISI 8. PENGEMBALIAN
KONDISI DAN
PEKERJAAN MINOR
2.1(3) Agregat untuk Perkerasan | M? (Vol, 10,77 486.654,62 5.242.730,21
Tanpa Penutup Aspal untuk | gembur)
Pekerjaan Minor
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan 5.242.730,21
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ltem Pembayaran Nomor 1 1.2
Jenis Pekerjaan : Mobilisasi
% Terhadap Total biaya Proyek =
Harga Jumlah
No Uraian Satuan | Vol Satuan Harga
(Rp) (Rp)
Sewa Tanah M2
B. | Peralatan Periksa lembar 17.200.000
1.2-2
C. | Fasilitas Kontraktor LS 1 2.219.950 2.219.950
1 | Base Camp
D. | Fasilitas Laboratorium
E. | Mobilisasi lainnya
E.I | Pekerjaan Darurat
1. | Pengukuran/Pematokan LS 1 2.000.000 2.000.000
2. | Ulang LS 1 500.000 500.000
3. | Foto Dokumentasi LS 1 700.000 700.000
4. | Pelaporan & As Built LS 1 500.000 500.000
Drawing Papan Nama
Proyek
F. | Demobilisasi LS 1 5.160.000 5.160.000
G. | Total Biaya Mobilisasi Tidak termasuk PPN 28.279.950
H. | PPN 10% (10% x G) 2.827.995
I. | Total Biaya Mobilisasi Termasuk PPN 31.107.945

Catatan : Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di
atas sudah termasuk over-head dan laba serta seluruh pajak
dan bea (kecuali PPn), dan pengeluaran lainnya.

ltem Pembayaran Nomor : 1.2

Jenis Pekerjaan : Mobilisasi
No Jenis Alat Kode Alat | Satuan | Vol Harga Satuan | Jumiah Harga
(Rp) (Rp)

B. | PERALATAN

1 ASPHALT FINISHER E02 Unit 1 2.000.000 2.000.000
2 | CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3 E06 Unit 1 500.000 500.000
3 | DUMP TRUCK 10 TON E09 Unit 5 500.000 2.500.000
4 EXCAVATOR 80-140 HP E10 Unit 1 1.000.000 1.000.000
5 GENERATOR SET E12 Unit 1 500.000 500.000
6 MOTOR GRADER >100 HP E13 Unit 1 2.000.000 2.000.000
7 WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 E15 Unit 1 2.000.000 2.000.000
8 TANDEM ROLLER 6-8 T E17 Unit 1 2.000.000 2.000.000
9 TIRE ROLLER 8-10 T E18 Unit 1 2.000.000 2.000.000
10 | VIBRATORY ROLLER 5-8 T E19 Unit 1 2.000.000 2.000.000
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No Jenis Alat Kode Alat | Satuan | Vol HargFRi?tuan Jumle(lg pl-)larga
11 [ WATER TANKER 3000-4500 L E23 Unit 1 500.000 500.000
12 | PEDESTRIAN ROLLER E24 Unit 1 200.000 200.000

Total untuk item B pada lembar 1 17.200.000

- Bahwa proses evaluasi lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan
dengan konstruksi Hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jl. Abdurrahman Kota
Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

a. Pengumuman lelangtanggal 10 Agustus 2012 dan terdapat 12 Perusahaan

yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu:

1. UD Astri 7. CV Bertuah

2. CV Karya Harapan 8. CV Maju Citra Utama
3. CV As Kurnia 9. UD Maju Plaza

4. CV Yantri 10. CV Libra

5. CV Arrista 11. CV Sagita Utama

6. CV Mawar Selatan 12. CV Nasio

b. Setelah dilakukan pengumuman lelang selanjutnya sebelum dimulainya
tahap berikutnya tanggal 14 Agustus 2012 merubah metode pelelangan
dari metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung
dengan tanpa alasan yang jelas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara
Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 602.1/01/ADP/RPJJ-PU/APBD/
2012 tanggal 14 Agustus 2012. Bahwa pengadaan dengan menggunakan
metoda pemilihan langsung hanya dapat dilakukan untuk pengadaan
pekerjaan dengan nilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah), akan tetapi jenis pekerjaan ini senilai Rp937.750.000,00 (sembilan
ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga
seharusnya tidak diperbolehkan menggunakan metode pemilihan
langsung. Perubahan metode pelelangan yang semula pelaksanaan lelang
menggunakan metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan
langsung ini, diketahui oleh Terdakwa selaku PA/PPK karena dituangkan
dalam Berita Acara Addendum Dokumen pengadaan Nomor 602.1/01/
ADP/RP JJ-PU/APBD/2012 tanggal 14 Agustus 2012;

c. Bahwa meskipun panitia telah menentukan metode pemilihan langsung,
panitia pengadaan tetap melakukan proses pelelangan dengan
mekanisme pelelangan umum yaitu dengan menggunakan Metode
Evaluasi yang digunakan adalah sistem gugur, sebagaimana jenis

pelelangan umum biasanya. Adapun yang menjadi alasan karena dari 12
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Perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, hanya tiga

perusahaan yang memasukkan (mengunggah) dokumen penawaran dan

dokumen kualifikasi, yaitu:

1. CV Mawar Selatan dengan harga penawaran sebesar
Rp930.178.000,00.

2. CV Maju Citra Utama, dengan harga penawaran sebesar
Rp919.485.000,00.

3. UD. Maju Plaza dengan harga  penawaran sebesar
Rp924.374.000,00.

d. Panitiajuga melakukan tahapan evaluasi Administrasi, ketiga perusahaan
peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran dinyatakan
memenuhi persyaratan/lulus namun dalam evaluasi teknis hanya CV Maju
Citra Utama yang dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus, sedangkan CV
Mawar Selatan dan UD Maju Plaza dinyatakan tidak memenuhi
persyaratan teknis dan dinyatakan gugurdengan alasan personil inti yang
ditawarkan tidak sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pengadaan,
padahal persyaratan personil inti ini merupakan tahapan evaluasi
administrasi bukan evaluasi teknis;

e. Oleh karena itu pada tahapan evaluasi berikutnya (evaluasi harga dan
evaluasi kualifikasi), hanya CV Maju Citra Utama yang dinyatakan
memenuhi persyaratan sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang;]

f. Berdasarkan SK Panitia Pengadaan Nomor 602.1/006/PP/RP JJ-PU/
APBD/2012 tanggal 29 Agustus 2012, CV Maju Citra Utama dengan harga
penawaran sebesar Rp919.485.000,00 ditetapkan sebagai pemenang
lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi Hotmix
Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai dan
diumumkannya pemenang pelelangan;

g. Selanjutnya pada hari yang sama Panitia Pengadaan membuat Berita
Acara Hasil Pelelangan Nomor 602.1/06/BAHP/RP JJ-PU/APBD/2012
tanggal 29 Agustus 2012 dengan CV Maju Citra Utama sebagai pemenang
lelang;

h. Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2012 Surat Perjanjian
Pekerjaan Nomor 050/002/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 ditandatangani
antara Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Pengguna Anggaran (PA)
dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Yusni
Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama (Penyedia Pekerjaan Konstruksi)

untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan
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konstruksi Hotmix pada Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota
Tanjungbalai dengan nilai kontrak sebesar Rp919.485.000,00 dengan
jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari sejak tanggal 12 September
2012 sampai dengan 12 Desember 2012;

- Bahwa selain pengadaan pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan
Konstruksi Hotmix pada Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota
Tanjungbalai, Terdakwa juga melakukan pelelangan Jasa Konsultan yang
dimenangkan oleh H. Robby J. Mawardi BE An. Dir. CV. Lae Consultant,
untuk menyediakan Jasa Konsultasi Pekerjaan Konstruksi program
pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi Hotmix Jalan H. Adlin
Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai yang bersumber dari
Dana APBD Kota Tanjungbalai TA. 2012 dengan nilai Kontrak sebesar
Rp148.390.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan
puluh ribu rupiah) melalui hasil seleksi lelang secara terbuka yang
dilaksanakan panitia pengadaan;

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M.
juga mengangkat Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan melalui Surat
Keputusan (SK) Nomor 050/1155.C/2012 tentang Penetapan Panitia
Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Program/Kegiatan yang bersumber
dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum Kota Tanjungbalai adalah:

No Nama Kedudukan Dalam Kepanitiaan
1. | Susanto, S.E. Ketua merangkap Anggota
2. | Agus Salimlubis, S.T. Sekretaris merangkap Anggota
3. | Ir. Ahmad Solihin, M.M. Anggota

4. | Syahrial, S.T., M.Si Anggota

5. | Erwin Sumbayak, S.T. Anggota

Tugas dan tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan antara lain:

e Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

¢ Menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; dan

e Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil
pekerjaan;

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dengan CV Maju Citra Utama dan

penandatanganan kontrak dengan CV Lae Consultant selanjutnya dimulailah
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pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada
Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai dan
pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan secara termyn;

- Bahwa atas pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi
Hotmix pada Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota
Tanjungbalai telah dilakukan pembayaran dengan mekanisme sebagai
berikut:

1. Permintaan pembayaran termyn I:

e Tanggal 30 September 2012 Mhd. Jani selaku Inspector CV Lae
Consultant membuat Laporan Bulanan Bulan | (periode 12 September
2012 s.d. 30 September 2012) dengan progress fisik yang dicapai
14,167%;

e Tanggal 8 Oktober 2012 Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra
Utama mengajukan permohonan pencairan termyn uang muka (30%)
sejumlah Rp275.845.400,00 kepada pengguna Anggaran Dinas PU
Kota Tanjungbalai melalui surat Nomor 30/CV.MCU/X/2012;

e Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku
Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai/PA/IPPK mengajukan Surat
kepada Walikota Tanjungbalai Nomor 900/05/RP JJ-PU/ APBD/2012
perihal Berita Acara Pembayaran Termyn Uang Muka 30% sebagai
permohonan pembayaran termyn uang muka 30% atau sebesar
Rp275.845.000,00;

e Tanggal 10 Oktober 2012, Nurlisna selaku bendahara Pengeluaran
menerbitkan:

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0094/PU/SPP-LS/2012
sebesar Rp250.768.636,00 sumber Dana Alokasi Khusus (DAK);

b. SuratPermintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0095/PU/SPP-LS/2012
sebesar Rp25.076.864,00 sumber Dana Alokasi Umum (DAU);
masing-masing diketahui/ditandatangani Suhardi, S.T. selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

e Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan Surat Perintah
Membayar Langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali
selaku Direktur CV Maju Citra Utama yaitu:

- Nomor 0094/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp250.768.636,00 sumber
Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp27.356/579,60;
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- Nomor 0095/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp25.076.864,00 sumber
Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp2.735.658,00;

e Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa membuat surat pernyataan
tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak
terhadap penerbitan SPM Nomor 0094/PU/SPM-LS/2012 sebesar
Rp250.768.636,00 dan SPM Nomor 0095/PU/SPM-LS/2012 sebesar
Rp25.076.864,00;

e Tanggal 11 Oktober 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara Umum
Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan
kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, yaitu:

- Nomor 0081/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp250.768.636,00 sumber
Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp27.356.579,00.

- Nomor 0082/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp25.076.864,00 sumber
Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp2.735.658,00;

2. Permintaan pembayaran termyn Il

e Tanggal 19 Oktober 2012 Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra
Utama mengajukan permohonan pencairan termyn 15,20% - retensi
5% uang muka 30% sebesar Rp90.845.118,00 (sembilan puluh juta
delapan ratus empat puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah)
kepada Terdakwa selaku PA Dinas PU Kota Tanjungbalai melalui
Surat Nomor 13/MCU-X/2012;

e Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku
Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai merangkap PPK mengajukan
Surat kepada Walikota Tanjungbalai Nomor 900/05/RP JJ-PU/APBD/
2012 Perihal Berita Acara pembayaran Termyn 15,20% - retensi 5%-
uang muka 30% sebagai permohonan pembayaran Termyn uang
muka 30% termyn 15,20% - Retensi 5% - uang muka 30% atau
sebesar Rp90.845.118,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat
puluh limaribu seratus delapan belas rupiah);

e Tanggal 22 Oktober 2012 Nurlisna selaku bendahara Pengeluaran
menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP):

- Nomor 0105/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp82.586.471,00 sumber
DAK;
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- Nomor 0106/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp8.258.647,00 sumber
DAU,

masing-masing diketahui/ditandatangani oleh Suhardi, S.T. selaku

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

e Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan Surat Perintah
membayar langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni
Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama:

- Nomor 0105/PU/SPM-LS/2012 yang sebesar Rp82.586.471,00
sumber DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp9.009.433,00;

- Nomor 0106/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp8.258.647 sumber
DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp900.943,00;

e Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku
Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai dan Pejabat Pengguna

Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan

SPM:
- Nomor 0105/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp82.586.471,00
sumber DAK;

- Nomor 0106/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp8.258.647,00 sumber
DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp900.943,00;

e Tanggal 24 Oktober 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara umum
Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan
kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama:

- Nomor 0097/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp82.586.471,00
sumber DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp9.009.433,00;
- Nomor 0098/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp8.258.647,00
sumber DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp900.943,00;
3. Permintaan pembayaran termyn IlI:

¢ Bahwa padatanggal 4 Nopember 2012 Mhd. Jani selaku Inspector CV
Lae Consultant membuatlaporan bulanan Bulan Il (periode 1 Oktober
2012 sampai dengan 4 Nopember 2012) dengan progress fisik yang
dicapai 15,029%;

e Laporan bulanan ini diperiksa oleh Suhardi, S.T. selaku Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan disetujui oleh Terdakwa Ir. H.
Abdul Aziz, M.M. Selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai, juga
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK);
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e Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012 dilakukan serah terima
pekerjaan sementara (PHO) Kegiatan Pemeliharaan dengan
Konstruksi Hotmix pada Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman
Kecamatan Datuk Bandar antara Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M.
Selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai, juga Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) dengan Yusni Ali selaku Penyedia Konstruksi dimana serah
terima pekerjaan sementara ini dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Nomor 050/137.d/RPJJ-PU/
APBD/2012 dan dalam Berita Acara tersebut PPK menyatakan bahwa
seluruh pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh CV Maju Citra
Utama dan Perusahaan tersebut berkewajiban untuk memelihara
pekerjaan tersebut selama enam bulan terhitung sejak tanggal
7 Desember 2012 (sejak selesainya pekerjaan fisik 100%);

e Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan menurut laporan bulanan
konsultan Supervisi CV Lae Consultant yang telah diperiksa oleh
PPTK dan telah disetujui oleh Terdakwa selaku PPK, dan telah

dilakukan pembayaran 100% adalah dengan rincian sebagai berikut:

Progress
Bulan | Bulan Il Bulan lll
No ltem Pekerjaan 12-Sep-12 | 01-Okt-12 | 05-Nov-12
s/d s/d s/d
30-Sep-12 | 04-Nov-12 | 02-Des-12
1. | Divisil. Umum 0,91% 1,21% 3,02%
2. | Divisi 4. Pelebaran 8,13% 8,13% 8,13%
Perkerasan dan Bahu
Jalan
3. | Divisi 5. Perkerasan 5,13% 5,13% 5,13%
Berbutir
4. | Divisi 6. Pekerjaan 0% 0% 83,16%
Aspal
5. | Divisi 8. Pengembalian 0% 0,56% 0,56%
Kondisi dan Pekerjaan
Minor
Total 14,17% 15,06% 100%

e Bahwa dalam laporan bulanan untuk periode 5 November 2012 s/d
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2 Desember 2012 (laporan bulan lll) yang dibuat oleh konsultan
supervisi (CV Lae Konsultan) kepada Terdakwa tidak sesuai dengan
kondisi sebenarnya di lapangan, karena Laporan bulanan (bulan III)
menyatakan bahwa bobot pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan
dengan konstruksi Hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan
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Abdurrahman kota Tanjungbalai tahun 2012 telah mencapai 100%,
dan saksi Djoko Pranoto dan Christina Ria Wati Siahaan, S.T. selaku
Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di
Jalan Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar
Kota Tanjungbalai, yang mengetahui adanya ketidaksesuaian antara
volume dan spesifikasi teknis menurutkontrak dengan yang terpasang
telah menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa Ir. H. Abdul Azis,
M.M. selalu PPK.

e Selanjutnya Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. selaku PPK, Suhardi,
S.T. selaku PPTK serta Djoko Pranoto dan Christina Ria Wati Siahaan,
S.T. keduanya selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan
konstruksi hotmix di Jalan Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman
Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, yang keseluruhannya
telah mengetahui adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume
pekerjaan, yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregatkelas
A dan lapis Aus (AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang
dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar serta pengerjaan
pelebaran perkerasan dan bahu jalan tidak dilaksanakan oleh Yusni Ali
selaku Direktur CV Maju Citra Utama selaku Pelaksana Pekerjaan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan:
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis
Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan
Abdurrahman, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tetap
menandatangani Berita Acara pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor
050/136.e/RP JJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012 bobot
pekerjaan telah dilaksanakan 100%;

e Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor
050/136.e/RP  JJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012
ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Kepala
Dinas PU Kota Tanjungbalai/PPK, permintaan pembayaran kepada
Pelaksana Pekerjaan tetap diajukan Terdakwa kepada Walikota
Tanjungbalai dengan surat Nomor 900/1816/RP JJ-PU/APBD/2012
Perihal Berita Acara Pembayaran Termyn 100% - 15,20% = 84,80% -
Retensi 5% - uang muka 30% sebagai permohonan pembayaran
Termyn 100% - 15,20% = 84,80% - Retensi 5% - uang muka 30% atau
sebesar Rp506.820.132,00;
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B4

e Pada tanggal 10 Desember 2012 Nurlisna selaku Bendahara
menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP):

- Nomor 0294/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp460.745.575,00 sumber
DAK

- Nomor 0295/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp46.074.557,00 sumber
DAU

yang keduanya oleh Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) telah mengetahui adanya ketidaksesuaian bentuk,

jenis dan volume pekerjaan tetap memberikan tandatangan pada SPP

yang diajukan oleh Nurlisna;

e Bahwa pada tanggal 10 Desember Terdakwa juga mengajukan Surat
Perintah Membayar Langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs.
Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, yaitu:

- Nomor 0294/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp460.745.575,00 sumber
dana alokasi khusus dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp50.263.153,00 diikuti dengan penerbitan surat pernyataan
tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab
mutlak terhadap penerbitan SPM tersebut;

- Nomor 0295/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp46.074.557,00 sumber
dana alokasi umum dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp5.026.315,00 dan surat pernyataan tanggung jawab Pengguna
Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan
SPM tersebut.

e Tanggal 11 Desember 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara Umum
Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan
kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama;

- Nomor 0275/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp460.745.575,00
sumber DAK setelah dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp50.263.153,00 dan

- Nomor 0276/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp46.074.557,00 sumber
DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp5.026.315,00

e Bahwa sebelum menerima pembayaran 100%, Yusni Ali selaku
Direktur CV Maju Citra Utama mengajukan permohonan pencairan
Termyn Retensi 5% sebesar Rp45.974.250,00 kepada Pengguna
Anggaran Dinas PU Kota Tanjungbalai melalui suratNomor 11/MCU -
XIl/2012 tanggal 10 Desember 2012 (termyn ke 1V);

Hal. 17 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permintaan pembayaran termyn IV:

e Atas permintaan pembayaran tersebut Nurlisna menerbitkan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0315/PU/SPP-LS/2012 sebesar
Rp41.794.773,00 sumber DAK dan Nomor 0316/PU/SPP-LS/2012
sebesar Rp4.179.477,00 sumber DAU dan diikuti pengajuan surat
Terdakwa kepada Walikota Tanjungbalai Nomor 900/1846/RP JJ-PU/
APBD/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Berita Acara
pembayaran Termyn Retensi 5% sebagai permohonan pembayaran
termyn Retensi 5% atau sebesar Rp45.974.250,00 (empat puluh lima
juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh
rupiah);

e Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz,
M.M. selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai mengajukan Surat
Perintah Membayar langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs.
Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, dengan surat:

- Nomor 0315/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp41.794.773,00 sumber
DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp4.559.430,00 dan
membuat Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran
yang bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM
tersebut;

- Nomor 0316/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp4.179.477,00 sumber
DAU setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp455.942,00 dan
membuat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang
bertanggungjawab mutlak terhadap penertiban SPM tersebut;

e Pada tanggal 13 Desember 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara
Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor
0296/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp41.794.773,00 sumber DAK
dipotong PPN dan PPh sebesar Rp4.559.430,00 dan Nomor 0297/PU/
SP2D-LS/2012 sebesar Rp4.179.477,00 sumber DAU dipotong PPN
dan PPh sebesar Rp455.942,00 yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali
selaku Direktur CV Maju Citra Utama,;

- Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Hotmix di Jalan Adlin
Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai,
Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama telah menerima
pembayaran secara 100% dengan rincian sebagai berikut:
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No Uraian Berita Acara Pembayaran Berl}gar eéf:;f; eekn;g;ﬂ;aan
Nomor Tanggal Jl;g;‘h Nomor | Tanggal | Progress
1. | Pembayaran Termin | 900/05/RPJ | 10-10-12 | 275.845.000,00 - - -
Uang Muka 30% JIAPBD/20
12
2. | Pembayaran Termin | 900/21.a.5/ | 19-10-12 | 90.845.118,00 [ 900/21. | 17-10-12 | 15,20%
15,2% (dikurangi RPJJAPBD a.3/RPJ
retensi 5% dan 12012 JIAPBD/
pengembalian uang 2012
muka 30%
3. | Pembayaran Termin | 900/139/RP | 11-12-12 | 506.820.132,00 | 050/136 | 07-12-12 100%
100%-15,20% JJ- alRPJJ/
=84,80% - Retensi PU/APBD/2 APBD/2
5% - Uang Muka 012 012
30%
4. | Pembayaran Termin | 900/152/RP | 13-12-12 | 45.974.250,00 - - -
Retensi 5% JJ-
PU/APBD/2
012
919.485.000,00

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Politeknik
Negeri Medan yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan tanggal 8 Mei
2013 ditandatangani oleh Ir. M. Koster Silaen, MT dan M. Ari Subhan
Harahap, S.T., M.T., terdapat kekurangan volume terpasang dalam
pelaksanaan pekerjaan yaitu:

DOKUMEN KONTRAK HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
No. Mata . Harga Selisih
. Perkiraan Jumlah Harga
Perr;t;ayar Uraian Satuan Kuantitas Sz;t:'an Rp. Volume Volume Hs;qa
a b c d € F=(d)x(e) g H=(d)-(qg) 1=(h) x (e)
Divisi 4.
Pelebaran
Perkerasan dan
Bahu Jalan
421 Lapis Pondasi M3 135.00 553,904.45 74,776,965.75 75.0000 60.0000 | 33,234,207.00
Agregat Kelas A
Divisi 5.
Perkerasan
Berbutir
5.1.1 Lapis Pondasi M3 85.50 551,619.66 47,163,480.93 73.8572 11.6429 6,422,424.96
Agregat Kelas A
Divisi 6.
Perkerasan Aspal
6.3(5a) | Laston lapis Aus Ton 617.02 | 476,003.94 | 293,703,951.06 | 556.3439 60.6761 | 28,882,040.74
(AC-WC) (gradasi
halus/ kasar)
6.3(6a) | Lastonlapis Ton 99.18 | 475,833.06 47,193,122.89 76.0803 23.0907 | 10.990,314.31
antara (AC-BC)
(gradasi halus/
kasar)
TOTAL | 79,528,987.00

- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran secara 100% pemeliharaan
lapis permukaan dengan konstruksi hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan
Abdurrahman Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 padahal Terdakwa Ir.
H. Abdul Azis, M.M. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), telah

mengetahui dari Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
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(PPTK) dan Djoko Pranoto dan Christina Ria Wati Siahaan, S.T. selaku Staf

Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di Jalan Adlin

Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai,

adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan, yaitu pada saat

penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus (AC-WC) yang
ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam
gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan tidak
dilaksanakan oleh Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama selaku

Pelaksana Pekerjaan, tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan

Prestasi Pekerjaan Nomor 050/136.e/RP JJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember

2012 yang menyatakan bobot pekerjaan telah dilaksanakan 100%, serta

dengan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Politeknik

Negeri Medan yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan tanggal 8 Mei

2012 ditandatangani oleh Ir. M. Koster Silaen, M.T. dan M. Ari Subhan

Harahap, S.T., M.T. terdapat kekurangan volume terpasang dalam

pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi

hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai

Tahun Anggaran 2012 maka Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. selaku PA

(Pengguna Anggaran) dan juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat

Komitmen) pada pekerjaan konstruksi hotmix telah melakukan perbuatan

melawan hukum karena bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai

berikut:

1. Pasal 18 (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
yang menyatakan bahwa “Pejabat yang menandatangani atau
mengesahkan dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran
atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat yang
timbul dari penggunaan bukti tersebut’;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/
jasa pemerintah, yaitu:

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasaharus

mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk
mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan
pengadaan barang/jasa;

b. bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan

dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus
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dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam
pengadaan barang/jasa;

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung
yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan para pihak yang
terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses
pengadaan barang/jasa;

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran
keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau
kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak
lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; dan

h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa
saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga
berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

Pasal 95 Butir (1), (3) dan (4):

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk
penyerahan pekerjaan;

(3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada Ayat (2), panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan
melalui PPK memerintahkan penyedia barang/Jasa untuk
memperbaiki dan/atau  melengkapi kekurangan pekerjaan
sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;

(4) Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan
pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan kontrak;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
pengelolaan keuangan daerah dan perubahannya Nomor 59 Tahun 2007.
Azas umum pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4
(1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan
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bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan,
dan manfaatuntuk masyarakat;

Pasal 122 Angka (10)

(10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak
mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 184 Ayat 2

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen
yang berkaitan dengan Surat bukti yang menjadi dasar penerimaan
dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab
terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan
surat bukti dimaksud.

- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembayaran 100% padahal
diketahuinya terdapat ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan,
yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus
(AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai
ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu
jalan tidak dilaksanakan oleh Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama
selaku Pelaksana Pekerjaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan proses
pencairan dan pembayaran kepada Yusni Ali sehingga akibat perbuatan
Terdakwa tersebut telah memperkaya Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju
Citra Utama,;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. yang telah melakukan
pembayaran 100% padahal diketahuinya adanya ketidaksesuaian bentuk,
jenis dan volume pekerjaan ini, telah merugikan keuangan negara sebesar
Rp72.299.075,66 (tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan
ribu tujuh puluh lima koma enam puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya
sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka
Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada
Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan
H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai pada Dinas
Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Nomor SR-131/PW02/5/2013 tanggal
9 Oktober 2013 dari BPKP Provinsi Sumatera Utara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan
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Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. NIP 195905091985031001
diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungbalai
Asahan berdasarkan SK Nomor 820/52/K/2009, tanggal 2 Maret 2009, juga
menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan konstruksi hotmix,
dengan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor
050/03.B/K/2012 tanggal 10 Januari 2012 Tentang Penetapan Pengguna
Anggaran Kota Tanjungbalai Pada Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, baik
bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Suhardi,
S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Djoko Pranoto,
Christina Ria Wati Siahaan, S.T. selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan
pembangunan konstruksi hotmix di Jalan Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman
Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, dan Yusni Ali selaku Direktur CV
Maju Citra Utama selaku Pelaksana Pekerjaan Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan
H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar Kota
Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBD Kota Tanjungbalai Tahun
Anggaran 2012 serta Muhammad Jani als. Jani, selaku Inspector CV Lae
Consultant selaku Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan
secara terpisah) pada tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal
10 Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan
September tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan H. Adlin
Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam
Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan, berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal
7 Februari 2011, “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan
suatu perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan
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Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota
Tanjungbalai” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Ir. H. Abdul. Aziz, M.M. telah diangkat sebagai Kepala
Dinas PU Tanjungbalai berdasarkan SK Nomor 820/52/K/2009 tanggal
2 Maret 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 050/03.B/K/
2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota
Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M./
ditunjuk selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota
Tanjungbalai, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;
b) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
¢) Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;
e) Menandatangani SPM;
f) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
g) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

- Bahwa selain ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran, Terdakwa Ir. H. Abdul
Aziz, M.M. juga melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu Jalan Konstruksi
Hotmix pada Jalan H. Adlin Siddin dan ruas Jalan Abdurrahman Kota
Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 yang memiliki tugas dan tanggung jawab
sebagai berikut:

a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:

1. Spesifikasi teknik barang/jasa.

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

3. Rancangan kontrak.

Menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa.
Menandatangani kontrak.

Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
Mengendalikan pelaksanaan kontrak.

-~ 0 oo oT

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada
PA/KPA.
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g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
dengan berita acara penyerahan.

h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan
hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.

- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung, Nomor
1.03.01.18.03.5.2, Dinas Pekerjaan Umum mendapat alokasi dana sebesar
Rp8.404.593.000,00 (delapan milyar empat ratus empat juta lima ratus
sembilan puluh tiga ribu rupiah), untuk Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan, yang antara lain didalamnya terdapat alokasi dana
untuk 1 paket Pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi
Hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai
sebesar Rp937.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

e Rp852.500.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu
rupiah) berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK);

e Rp85.250.000,00 (delapan puluh limajuta duaratus lima puluhribu rupiah)
berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pendamping;

- Bahwauntuk melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) tersebut, tanggal 12 Januari 2012 Walikota
Tanjungbalai menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 900/05.A/K/2012
Tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan
Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2012, selanjutnya SK ini diubah tanggal
7 Februari 2012 menjadi SK Nomor 900/21/K/2012,yang menunjuk Nurlisna
sebagai Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa untuk merealisasi DPA tersebut, tanggal 16 Maret 2012 Terdakwa Ir.
H. Abdul Aziz, M.M. selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PU menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 050/350.a/K/2012 Tentang Penetapan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Teknis, Staf Keuangan, dan Staf
Administrasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai,
khusus untuk jenis pekerjaan Pemeliharaan lapis Permukaan dengan
Konstruksi Hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota

Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012, dengan nilai proyek Rp937.750.000,00
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(sembilan ratus tiga puluh tujuh jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah

sebagai berikut:

No Nama Jabatan

1 Ir. H. Abdul Aziz, MM Pengguna Anggaran (PA)

2 Suhardi, ST Pejabat Pelaksana Tenis Kegiatan
(PPTK)

3 Djoko Pranoto Staf Teknis

4 | Christina Ria Wati Siahaan, ST Staf Teknis

- Dan pada tanggal 12 April 2012, Terdakwa selaku PA menerbitkan SK
Nomor 050/520.a tentang Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/
Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran

2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, adalah:

No Nama Kedudukan dalam kepanitiaan

1. | SufriEka Dharma, ST Ketua merangkap Anggota
NIP. 19740512 200112 1 004
Kabid Cipta Karya

2. | Muhammad Amin, ST. MT Sekretaris merangkap Anggota
NIP. 19700720 200012 1 007
Kabid Program

3. | Andri Muharwan Anggota
NIP. 19781201 200604 1 013
Kabid Evaluasi dan Pelaporan
4. | Syahrial, ST. M.Si Anggota
19780612 200502 1 001
Kasi Perencanaan

5. | Mbardo Hamzah Hrp, ST Anggota
19780131 200904 1 001
Staf Dinas PU

- Bahwa Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/
Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di
Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai juga meliputi jenis
program kegiatan pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan
konstruksi hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota
Tanjungbalai;

Panitia Pengadaan sesuai SK tersebut bertugas:

e Menyusunrencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

e Menetapkan Dokumen Pengadaan;

e Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

¢ Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I

masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta
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menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan
Nasional,

e Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau
pascakualifikasi;

e Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran
yang masuk;

e Menjawab sanggahan;

e Menetapkan Penyedia Barang/Jasa,

e Menyerahkan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada
PPK;

e Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;

e Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA;

e Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa kepada PA.

- Bahwapadatahun 2012 (tanpa mencantumkan bulan dan tanggal) Terdakwa
membuat dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan
Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Jalan H.
Adlin Siddin dan Jalan Abdulrrahman sebesar Rp937.750.000,00 (sembilan
ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan
perincian sebagai berikut:

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
REKAPITULASI
Proyek/Bagpro : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai
No. Paket Kontrak : APBD 2012

Nama Paket : Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi
Hotmix JI. H. Adlin Siddin dan JI. Abdurahman Kec.
Datuk Bandar
Prov/iKab/Kodya : Kota Tanjung Balai/Prov. Sumatera Utara
No. _ Jumlah .Harga
Divisi Uraian Peker!aan
(Rupiah)
1 Umum 31.107.945,00
2 Drainase 0,00
3 Pekerjaan Tanah 0,00
4 Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan 76.735.585,50
5 Perkerasan Non Aspal 48.526.006,71
6 Perkerasan Aspal 776.143.314,65
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Struktur 0,00
Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor 5.242.730,21
9 Pekerjaan Harian 0,00
10 | Pekerjaan Pemeliharaan Rutin 0,00

(C)Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum

dan Keuntungan

937.755.582,08

(D) Dibulatkan

937.750.000,00

Terbilang : sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu

rupiah

Proyek / Bagpro
No. Paket Kontrak

Nama Paket

Prov / Kab / Kodya

HARGA PERKIRAAN SENDIRI(HPS)

: Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai
: APBD - 2012

: Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi
Hotmix JI. H. Adlin Siddin dan JI. Abdurahman Kec.
Datuk Bandar

: Kota Tanjung Balai/Prov. Sumatera Utara

No. Mata Uraian Satuan Perkiraan | Harga Satuan | Jumlah Harga-
Pembayaran Kuantitas (Rupiah) Harga (Rupiah)
a b c D E f=(dxe)
DIVISI.1 UMUM
1.2 Mobilisasi LS 1,00 31.107.945,00 31.107.945,00

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi

Perkiraan Ha

rga Pekerjaan

31.107.945,00

DIVISI 4. PELEBARAN
PERKERASAN DAN BAHU
JALAN

BC) (gradasi halus/ kasar)

421 Lapis Pondasi  Agregat M3 135,00 568.411,74 76.735.585,50
Kelas A
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI. 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan 76.735.585,50
DIVISI. 5 PERKERASAN
BERBUTIR
511 Lapis Pondasi Agregat M3 85,50 567.555.63 48.526.006,71
Kelas A
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI.5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan 48.526.006,71
DIVISI 6. PERKERASAN
ASPAL
6.1(1)(a) Lapis Resap Pengikat - Liter 617,74 12.314,34 7.607.026,56
aspal Cair
6.1(2)(a) Lapis Perekat — Aspal Cair Liter 712,44 12.593,93 8.972.393,95
6.3(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 617,02 482.540,77 297.736.303,48
(gradasi-halus/ kasar)
6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC- Ton 99,18 482.357,49 47.840.215,52
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6.3.8.a Aspal Minyak Ton 38,38 10.678.250,00 | 409.800.777,21
6.4.(5) Bahan Anti Pengelupasan Liter 135,45 30.909,09 4.186.597,93
(anti stripping Agent)
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan
776.143.314,65
DIVISI 8. PENGEMBALIAN
KONDISI DAN
PEKERJAAN MINOR
2.1(3) Agregat untuk Perkerasan [ M2 (Vol, 10,77 486.654,62 5.242.730,21
Tanpa Penutup Aspal untuk [ gembur)
Pekerjaan Minor
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan 5.242.730,21

ltem Pembayaran Nomor 112
Jenis Pekerjaan : Mobilisasi
% Terhadap Total biaya Proyek =
No Uraian Satuan | Vol ga&':[]%i Jumlzalgpl;larga
(Rp)
Sewa Tanah M2
B. | Peralatan Periksa lembar 17.200.000
1.2-2
C. | Fasilitas Kontraktor LS 1 2.219.950 2.219.950
1 | Base Camp
D. | Fasilitas Laboratorium
E. | Mobilisasi lainnya
E.l | Pekerjaan Darurat
1. | Pengukuran/Pematokan LS 1 2.000.000 2.000.000
2. | Ulang LS 1 500.000 500.000
3. | Foto Dokumentasi LS 1 700.000 700.000
4. | Pelaporan & As Built LS 1 500.000 500.000
Drawing Papan Nama
Proyek
F. | Demobilisasi LS 1 5.160.000 5.160.000
G. | Total Biaya Mobilisasi Tidak termasuk PPN 28.279.950
H. [ PPN 10% (10% x G) 2.827.995
I. | Total Biaya Mobilisasi Termasuk PPN 31.107.945

Catatan : Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di
atas sudah termasuk over-head dan laba serta seluruh pajak
dan bea (kecuali PPn), dan pengeluaran lainnya.

ltem Pembayaran Nomor : 1.2

Jenis Pekerjaan : Mobilisasi
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No Jenis Alat Kode Alat | Satuan | Vol HargFRi?tuan Jumle(lg pl-)larga
B. | PERALATAN
1| ASPHALT FINISHER E02 Unit 1 2.000.000 2.000.000
2 | CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3 E06 Unit 1 500.000 500.000
3 | DUMP TRUCK 10 TON E09 Unit 5 500.000 2.500.000
4 | EXCAVATOR 80-140 HP E10 Unit 1 1.000.000 1.000.000
5 | GENERATOR SET E12 Unit 1 500.000 500.000
6 | MOTOR GRADER >100 HP E13 Unit 1 2.000.000 2.000.000
7 | WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 E15 Unit 1 2.000.000 2.000.000
8 | TANDEM ROLLER 6-8 T E17 Unit 1 2.000.000 2.000.000
9 | TIREROLLER 8-10 T E18 Unit 1 2.000.000 2.000.000
10 | VIBRATORY ROLLER 5-8 T E19 Unit 1 2.000.000 2.000.000
11 | WATER TANKER 3000-4500 L E23 Unit 1 500.000 500.000
12 | PEDESTRIAN ROLLER E24 Unit 1 200.000 200.000
Total untuk item B pada lembar 1 17.200.000

- Bahwa proses evaluasi lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan
dengan konstruksi Hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan JI. Abdurrahman Kota
Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

a. Pengumumanlelangtanggal 10 Agustus 2012 dan terdapat 12 Perusahaan
yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu:

1. UD Astri 7. CV Bertuah

2. CV Karya Harapan 8. CV Maju Citra Utama
3. CV As Kurnia 9. UD Maju Plaza

4. CV Yantri 10. CV Libra

5. CV Arrista 11. CV Sagita Utama

6. CV Mawar Selatan 12. CV Nasio

b. Setelah dilakukan pengumuman lelang selanjutnya sebelum dimulainya
tahap berikutnya tanggal 14 Agustus 2012 merubah metode pelelangan
dari metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung
dengan tanpa alasan yang jelas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara
Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 602.1/01/ADP/RPJJ-PU/APBD/
2012 tanggal 14 Agustus 2012. Bahwa pengadaan dengan menggunakan
metoda pemilihan langsung hanya dapat dilakukan untuk pengadaan
pekerjaan dengan nilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah), akan tetapi jenis pekerjaan ini senilai Rp937.750.000,00 (sembilan
ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga
seharusnya tidak diperbolehkan menggunakan metode pemilihan

langsung. Perubahan metode pelelangan yang semula pelaksanaan lelang
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menggunakan metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan
langsung ini, diketahui oleh Terdakwa selaku PA/PPK karena dituangkan
dalam Berita Acara Addendum Dokumen pengadaan Nomor 602.1/01/
ADP/RP JJ-PU/APBD/2012 tanggal 14 Agustus 2012;

c. Bahwa meskipun panitia telah menentukan metode pemilihan langsung,
panitia pengadaan tetap melakukan proses pelelangan dengan
mekanisme pelelangan umum yaitu dengan menggunakan Metode
Evaluasi yang digunakan adalah sistem gugur, sebagaimana jenis
pelelangan umum biasanya. Adapun yang menjadi alasan karena dari 12
Perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, hanya tiga
perusahaan yang memasukkan (mengunggah) dokumen penawaran dan
dokumen kualifikasi, yaitu:

1. CV Mawar Selatan dengan harga penawaran sebesar
Rp930.178.000,00.

2. CV Maju Citra Utama, dengan harga penawaran sebesar
Rp919.485.000,00.

3. UD. Maju Plaza dengan harga  penawaran  sebesar
Rp924.374.000,00.

d. Panitia juga melakukan tahapan evaluasi Administrasi, ketiga perusahaan
peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran dinyatakan
memenuhi persyaratan/lulus namun dalam evaluasi teknis hanya CV Maju
Citra Utama yang dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus, sedangkan CV
Mawar Selatan dan UD Maju Plaza dinyatakan tidak memenuhi
persyaratan teknis dan dinyatakan gugurdengan alasan personil inti yang
ditawarkan tidak sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pengadaan,
padahal persyaratan personil inti ini merupakan tahapan evaluasi
administrasi bukan evaluasi teknis;

e. Oleh karena itu pada tahapan evaluasi berikutnya (evaluasi harga dan
evaluasi kualifikasi), hanya CV Maju Citra Utama yang dinyatakan
memenuhi persyaratan sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang;]

f. Berdasarkan SK Panitia Pengadaan Nomor 602.1/006/PP/RP JJ-PU/
APBD/2012 tanggal 29 Agustus 2012, CV Maju Citra Utama dengan harga
penawaran sebesar Rp919.485.000,00 ditetapkan sebagai pemenang
lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi Hotmix
Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai dan
diumumkannya pemenang pelelangan;
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g. Selanjutnya pada hari yang sama Panitia Pengadaan membuat Berita
Acara Hasil Pelelangan Nomor 602.1/06/BAHP/RP JJ-PU/APBD/2012
tanggal 29 Agustus 2012 dengan CV Maju Citra Utama sebagai pemenang
lelang;

h. Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2012 Surat Perjanjian
Pekerjaan Nomor 050/002/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 ditandatangani
antara Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Pengguna Anggaran (PA)
dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Yusni
Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama (Penyedia Pekerjaan Konstruksi)
untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan
konstruksi Hotmix pada Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota
Tanjungbalai dengan nilai kontrak sebesar Rp919.485.000,00 dengan
jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari sejak tanggal 12 September
2012 sampai dengan 12 Desember 2012;

- Bahwaselain pengadaan pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan
Konstruksi Hotmix pada Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota
Tanjungbalai, Terdakwa juga melakukan pelelangan Jasa Konsultan yang
dimenangkan oleh H. Robby J. Mawardi BE An. Dir. CV. Lae Consultant,
untuk menyediakan Jasa Konsultasi Pekerjaan Konstruksi program
pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi Hotmix Jalan H. Adlin
Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai yang bersumber dari
Dana APBD Kota Tanjungbalai TA. 2012 dengan nilai Kontrak sebesar
Rp148.390.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan
puluh ribu rupiah) melalui hasil seleksi lelang secara terbuka yang
dilaksanakan panitia pengadaan;

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M.
juga mengangkat Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan melalui Surat
Keputusan (SK) Nomor 050/1155.C/2012 tentang Penetapan Panitia
Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Program/Kegiatan yang bersumber
dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum Kota Tanjungbalai adalah:

No Nama Kedudukan Dalam Kepanitiaan
1. | Susanto, S.E. Ketua merangkap Anggota

2. | Agus Salimlubis, S.T. Sekretaris merangkap Anggota
3. | Ir. Ahmad Solihin, M.M. Anggota

4. | Syahrial,S.T., M.Si Anggota
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5. | Erwin Sumbayak, S.T. Anggota

Tugas dan tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan antara lain:

o Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

¢ Menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; dan

e Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil
pekerjaan;

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dengan CV Maju Citra Utama dan
penandatanganan kontrak dengan CV Lae Consultant selanjutnya dimulailah
pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada
Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai dan
pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan secaratermyn;

- Bahwa atas pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi
Hotmix pada Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota
Tanjungbalai telah dilakukan pembayaran dengan mekanisme sebagai
berikut:

1. Permintaan pembayaran termyn I:

e Tanggal 30 September 2012 Mhd. Jani selaku Inspector CV Lae
Consultantmembuat Laporan Bulanan Bulan | (periode 12 September
2012 s.d. 30 September 2012) dengan progress fisik yang dicapai
14,167%;

e Tanggal 8 Oktober 2012 Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra
Utama mengajukan permohonan pencairan termyn uang muka (30%)
sejumlah Rp275.845.400,00 kepada pengguna Anggaran Dinas PU
Kota Tanjungbalai melalui surat Nomor 30/CV.MCU/X/2012;

e Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku
Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai/PA/PPK mengajukan Surat
kepada Walikota Tanjungbalai Nomor 900/05/RP JJ-PU/ APBD/2012
perihal Berita Acara Pembayaran Termyn Uang Muka 30% sebagai
permohonan pembayaran termyn uang muka 30% atau sebesar
Rp275.845.000,00;

e Tanggal 10 Oktober 2012, Nurlisna selaku bendahara Pengeluaran
menerbitkan:

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0094/PU/SPP-LS/2012
sebesar Rp250.768.636,00 sumber Dana Alokasi Khusus (DAK);
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b. SuratPermintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0095/PU/SPP-LS/2012
sebesar Rp25.076.864,00 sumber Dana Alokasi Umum (DAU);
masing-masing diketahui/ditandatangani Suhardi, S.T. selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

e Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan Surat Perintah
Membayar Langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali
selaku Direktur CV Maju Citra Utama yaitu:

- Nomor 0094/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp250.768.636,00 sumber
Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp27.356/579,60;

- Nomor 0095/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp25.076.864,00 sumber
Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp2.735.658,00;

e Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa membuat surat pernyataan
tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak
terhadap penerbitan SPM Nomor 0094/PU/SPM-LS/2012 sebesar
Rp250.768.636,00 dan SPM Nomor 0095/PU/SPM-LS/2012 sebesar
Rp25.076.864,00;

e Tanggal 11 Oktober 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara Umum
Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan
kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, yaitu:

- Nomor0081/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp250.768.636,00 sumber
Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp27.356.579,00.

- Nomor 0082/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp25.076.864,00 sumber
Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp2.735.658,00;

2. Permintaan pembayaran termyn II:

e Tanggal 19 Oktober 2012 Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra
Utama mengajukan permohonan pencairan termyn 15,20% - retensi
5% uang muka 30% sebesar Rp90.845.118,00 (sembilan puluh juta
delapan ratus empat puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah)
kepada Terdakwa selaku PA Dinas PU Kota Tanjungbalai melalui
Surat Nomor 13/MCU-X/2012;

e Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku
Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai merangkap PPK mengajukan
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B4

Surat kepada Walikota Tanjungbalai Nomor 900/05/RP JJ-PU/APBD/
2012 Perihal Berita Acara pembayaran Termyn 15,20% - retensi 5%-
uang muka 30% sebagai permohonan pembayaran Termyn uang
muka 30% termyn 15,20% - Retensi 5% - uang muka 30% atau
sebesar Rp90.845.118,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat
puluh limaribu seratus delapan belas rupiah);

e Tanggal 22 Oktober 2012 Nurlisna selaku bendahara Pengeluaran
menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP):

- Nomor 0105/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp82.586.471,00 sumber
DAK;

- Nomor 0106/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp8.258.647,00 sumber
DAU,

masing-masing diketahui/ditandatangani oleh Suhardi, S.T. selaku

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

e Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan Surat Perintah
membayar langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali
selaku Direktur CV Maju Citra Utama:

- Nomor 0105/PU/SPM-LS/2012 yang sebesar Rp82.586.471,00
sumber DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp9.009.433,00;

- Nomor 0106/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp8.258.647 sumber DAU
dipotong PPN dan PPh sebesar Rp900.943,00;

e Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku
Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai dan Pejabat Pengguna Anggaran
yang bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan SPM:

- Nomor 0105/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp82.586.471,00 sumber
DAK;

- Nomor 0106/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp8.258.647,00 sumber
DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp900.943,00;

e Tanggal 24 Oktober 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara umum
Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan
kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama:

- Nomor 0097/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp82.586.471,00 sumber
DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp9.009.433,00;

- Nomor 0098/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp8.258.647,00 sumber
DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp900.943,00;
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3. Permintaan pembayaran termyn lll:

e Bahwa padatanggal 4 Nopember 2012 Mhd. Jani selaku Inspector CV
Lae Consultantmembuatlaporan bulanan Bulan Il (periode 1 Oktober
2012 sampai dengan 4 Nopember 2012) dengan progress fisik yang
dicapai 15,029%;

e Laporan bulanan ini diperiksa oleh Suhardi, S.T. selaku Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan disetujui oleh Terdakwa Ir. H.
Abdul Aziz, M.M. Selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai, juga
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK);

e Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012 dilakukan serah terima
pekerjaan sementara (PHO) Kegiatan Pemeliharaan dengan

Konstruksi Hotmix pada Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman
Kecamatan Datuk Bandar antara Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M.
Selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai, juga Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) dengan Yusni Ali selaku Penyedia Konstruksi dimana serah
terima pekerjaan sementara ini dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Nomor 050/137.d/RPJJ-PU/
APBD/2012 dan dalam Berita Acara tersebut PPK menyatakan bahwa
seluruh pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh CV Maju Citra
Utama dan Perusahaan tersebut berkewajiban untuk memelihara
pekerjaan tersebut selama enam bulan terhitung sejak tanggal
7 Desember 2012 (sejak selesainya pekerjaan fisik 100%);

e Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan menurut laporan bulanan
konsultan Supervisi CV Lae Consultant yang telah diperiksa oleh
PPTK dan telah disetujui oleh Terdakwa selaku PPK, dan telah

dilakukan pembayaran 100% adalah dengan rincian sebagai berikut:

Progress
Bulan | Bulan Il Bulan Il
No Item Pekerjaan 12-Sep-12 | 01-Okt-12 | 05-Nov-12
s/d s/d s/d
30-Sep-12 | 04-Nov-12 | 02-Des-12
1. | Divisil. Umum 0,91% 1,21% 3,02%
2. | Divisi 4. Pelebaran 8,13% 8,13% 8,13%
Perkerasan dan Bahu
Jalan
3. | Divisi 5. Perkerasan 5,13% 5,13% 5,13%
Berbutir
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4. | Divisi 6. Pekerjaan 0% 0% 83,16%
Aspal
5. | Divisi 8. Pengembalian 0% 0,56% 0,56%
Kondisi dan Pekerjaan
Minor
Total 14,17% 15,06% 100%

e Bahwa dalam laporan bulanan untuk periode 5 November 2012 s/d
2 Desember 2012 (laporan bulan lll) yang dibuat oleh konsultan
supervisi (CV Lae Konsultan) kepada Terdakwa tidak sesuai dengan
kondisi sebenarnya di lapangan, karena Laporan bulanan (bulan III)
menyatakan bahwa bobot pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan
dengan konstruksi Hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan
Abdurrahman kota Tanjungbalai tahun 2012 telah mencapai 100%,
dan saksi Djoko Pranoto dan Christina Ria Wati Siahaan, S.T. selaku
Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di
Jalan Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar
Kota Tanjungbalai, yang mengetahui adanya ketidaksesuaian antara
volume dan spesifikasi teknis menurutkontrak dengan yang terpasang
telah menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa Ir. H. Abdul Azis,
M.M. selalu PPK.

e Selanjutnya Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. selaku PPK, Suhardi,
S.T. selaku PPTK serta Djoko Pranoto dan Christina Ria Wati Siahaan,
S.T. keduanya selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan
konstruksi hotmix di Jalan Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman
Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, yang keseluruhannya
telah mengetahui adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume
pekerjaan, yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregatkelas
A dan lapis Aus (AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang
dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar serta pengerjaan
pelebaran perkerasan dan bahu jalan tidak dilaksanakan oleh Yusni Ali
selaku Direktur CV Maju Citra Utama selaku Pelaksana Pekerjaan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan:
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis
Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan
Abdurrahman, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tetap
menandatangani Berita Acara pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor
050/136.e/RP JJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012 bobot

pekerjaan telah dilaksanakan 100%;
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e Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor
050/136.e/RP  JJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012
ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Kepala
Dinas PU Kota Tanjungbalai/PPK, permintaan pembayaran kepada
Pelaksana Pekerjaan tetap diajukan Terdakwa kepada Walikota
Tanjungbalai dengan surat Nomor 900/1816/RP JJ-PU/APBD/2012
Perihal Berita Acara Pembayaran Termyn 100% - 15,20% = 84,80% -
Retensi 5% - uang muka 30% sebagai permohonan pembayaran
Termyn 100% - 15,20% = 84,80% - Retensi 5% - uang muka 30% atau
sebesar Rp506.820.132,00;

e Pada tanggal 10 Desember 2012 Nurlisna selaku Bendahara
menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP):

- Nomor 0294/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp460.745.575,00 sumber
DAK

- Nomor 0295/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp46.074.557,00 sumber
DAU

yang keduanya oleh Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) telah mengetahui adanya ketidaksesuaian bentuk,

jenis dan volume pekerjaan tetap memberikan tandatangan pada SPP

yang diajukan oleh Nurlisna;

e Bahwa pada tanggal 10 Desember Terdakwa juga mengajukan Surat
Perintah Membayar Langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs.
Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, yaitu:

- Nomor 0294/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp460.745.575,00 sumber
dana alokasi khusus dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp50.263.153,00 diikuti dengan penerbitan surat pernyataan
tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab
mutlak terhadap penerbitan SPMtersebut;

- Nomor 0295/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp46.074.557,00 sumber
dana alokasi umum dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp5.026.315,00 dan surat pernyataan tanggung jawab Pengguna
Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan
SPM tersebut.

e Tanggal 11 Desember 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara Umum
Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan
kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama;
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- Nomor 0275/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp460.745.575,00
sumber DAK setelah dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp50.263.153,00 dan

- Nomor 0276/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp46.074.557,00 sumber
DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp5.026.315,00

e Bahwa sebelum menerima pembayaran 100%, Yusni Ali selaku
Direktur CV Maju Citra Utama mengajukan permohonan pencairan
Termyn Retensi 5% sebesar Rp45.974.250,00 kepada Pengguna
Anggaran Dinas PU Kota Tanjungbalai melalui suratNomor 11/MCU -
X11/2012 tanggal 10 Desember 2012 (termyn ke 1V);

4. Permintaan pembayaran termyn IV:

e Atas permintaan pembayaran tersebut Nurlisna menerbitkan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0315/PU/SPP-LS/2012 sebesar
Rp41.794.773,00 sumber DAK dan Nomor 0316/PU/SPP-LS/2012
sebesar Rp4.179.477,00 sumber DAU dan diikuti pengajuan surat
Terdakwa kepada Walikota Tanjungbalai Nomor 900/1846/RP JJ-PU/
APBD/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Berita Acara
pembayaran Termyn Retensi 5% sebagai permohonan pembayaran
termyn Retensi 5% atau sebesar Rp45.974.250,00 (empat puluh lima
juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh
rupiah);

e Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz,
M.M. selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai mengajukan Surat
Perintah Membayar langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs.
Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, dengan surat:

- Nomor 0315/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp41.794.773,00 sumber
DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp4.559.430,00 dan
membuat Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran
yang bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM
tersebut;

- Nomor 0316/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp4.179.477,00 sumber
DAU setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp455.942,00 dan
membuat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang
bertanggungjawab mutlak terhadap penertiban SPM tersebut;

e Pada tanggal 13 Desember 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara
Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor
0296/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp41.794.773,00 sumber DAK
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dipotong PPN dan PPh sebesar Rp4.559.430,00 dan Nomor 0297/PU/
SP2D-LS/2012 sebesar Rp4.179.477,00 sumber DAU dipotong PPN
dan PPh sebesar Rp455.942,00 yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali

selaku Direktur CV Maju Citra Utama,;
- Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Hotmix di Jalan Adlin
Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai,
Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama telah menerima

pembayaran secara 100% dengan rincian sebagai berikut:

. . Berita Acara Pemeriksaan
No Uraian Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekeriaan
Nomor Tanggal Jl;gg;h Nomor | Tanggal | Progress
1. | Pembayaran Termin | 900/05/RPJ | 10-10-12 | 275.845.000,00 - - -
Uang Muka 30% JIAPBD/20
12
2. | Pembayaran Termin | 900/21.a.5/ | 19-10-12 | 90.845.118,00 [ 900/21. | 17-10-12 | 15,20%
15,2% (dikurangi RPJJ/APBD a.3/RPJ
retensi 5% dan 12012 JIAPBD/
pengembalian uang 2012
muka 30%
3. | Pembayaran Termin | 900/139/RP | 11-12-12 | 506.820.132,00 | 050/136 | 07-12-12 100%
100%-15,20% JJ- alRPJJ/
=84,80% - Retensi PU/APBD/2 APBD/2
5% - Uang Muka 012 012
30%
4. | Pembayaran Termin | 900/152/RP | 13-12-12 | 45.974.250,00 - - -
Retensi 5% JJ-
PU/APBD/2
012
919.485.000,00

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Politeknik
Negeri Medan yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan tanggal 8 Mei
2013 ditandatangani oleh Ir. M. Koster Silaen, MT dan M. Ari Subhan
Harahap, S.T., M.T., terdapat kekurangan volume terpasang dalam

pelaksanaan pekerjaan yaitu:

DOKUMEN KONTRAK HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
No. Mata . Harga Selisih
. Perkiraan Jumlah Harga

Perr;tr)]ayar Uraian Satuan |\ antitas Sz;{t:an Rp. Volume Volume Harga

a b c d € F=(d)x(e) g H=(d)-(q) I=(h) x (e)
Divisi 4.
Pelebaran
Perkerasan dan
Bahu Jalan
4.2.1 Lapis Pondasi M3 135.00 553,904.45 74,776,965.75 75.0000 60.0000 | 33,234,207.00
Agregat Kelas A

Divisi 5.
Perkerasan
Berbutir
511 Lapis Pondasi M3 85.50 551,619.66 47,163,480.93 73.8572 11.6429 6,422,424.96
Agregat Kelas A

Divisi 6.
Perkerasan Aspal
6.3(5a) | Laston lapis Aus Ton 617.02 476,003.94 | 293,703,951.06 | 556.3439 60.6761 | 28,882,040.74
(AC-WC) (gradasi
halus/ kasar)
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6.3(6a) | Lastonlapis Ton 99.18 | 475,833.06 47,193,122.89 76.0803 23.0907 | 10.990,314.31
antara (AC-BC)
(gradasi halus/
kasar)

TOTAL | 79,528,987.00

- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
diikuti pengajuan surat Terdakwa kepada Walikota Tanjungbalai, mengajukan
Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) membuat dan menandatangani
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran yang bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM, oleh
karena kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatannya Sebagai Kepala Dinas PU Tanjung Balai, Sebagai Pengguna
Anggaran dan Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, padahal Terdakwa telah
mengetahui adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan,
yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus
(AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai
ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu
jalan tidak dilaksanakan oleh Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama,
seharusnya tidak melakukan pembayaran 100% tersebut, akan tetapi
Terdakwa tetap memproses dan membayar 100%, sehingga akibat
perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Drs. Yusni Ali;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. yang telah melakukan
pembayaran 100% padahal diketahuinya adanya ketidaksesuaian bentuk,
jenis dan volume pekerjaan ini, telah merugikan keuangan negara sebesar
Rp72.299.075,66 (tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan
ribu tujuh puluh lima koma enam puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya
sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka
Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada
Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan
H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai Pada Dinas
Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Nomor SR-131/PW02/5/2013 tanggal
9 Oktober 2013 dari BPKP Provinsi Sumatera Utara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 41 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN
KEDUA:
PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. NIP 195905091985031001
diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungbalai
Asahan berdasarkan SK Nomor 820/52/K/2009, tanggal 2 Maret 2009, juga
menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan konstruksi hotmix,
dengan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor
050/03.B/K/2012 tanggal 10 Januari 2012 Tentang Penetapan Pengguna
Anggaran Kota Tanjungbalai pada Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, baik
bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Suhardi,
S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Edi Syahputra, selaku
Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di JI. Usman
Husein (JI. M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota
Tanjungbalai, dan Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama selaku
Pelaksana Pekerjaan Program: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis
Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke
Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai yang
bersumber dari dana APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 serta
Muhammad Jani als. Jani, selaku Inspector CV Lae Consultant selaku
Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)
pada tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012
atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan September tahun
2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu
waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas
ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah
Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan,
berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal
7 Februari 2011, “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan
suatu perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau
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Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjungbalai”, yang

dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. telah diangkat sebagai Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Tanjungbalai berdasarkan SK Nomor 820/52/K/2009
tanggal 2 Maret 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor
050/03.B/K/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah
Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran (TA. 2012), diangkat/ditunjuk selaku
Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai;

- Bahwa selain menjabat sebagai PA, Terdakwa juga menjabat sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu
Jalan Konstruksi Hotmix pada Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk
Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai di TA 2012,
yang pengangkatan sebagai PPK tidak didukung dengan SK Walikota
Tanjungbalai;

- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung, Nomor
1.03.01.18.03.5.2, Dinas Pekerjaan Umum mendapat alokasi dana sebesar
Rp8.404.593.000,00 (delapan milyar empat ratus empat juta lima ratus
sembilan puluh tiga ribu rupiah), untuk Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan, yang antara lain didalamnya terdapat alokasi dana
untuk 1 paket Pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi
Hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan
Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai sebesar Rp1.122.000.000,00 (satu
milyar seratus dua puluh duajutarupiah), yang terdiri dari:

e Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) berasal dari Dana
Alokasi Khusus (DAK);

e Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) berasal dari Dana Alokasi
Umum (DAU) Pendamping;

- Bahwauntuk melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) tersebut, tanggal 12 Januari 2012 Walikota
Tanjungbalai menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 900/05.A/K/2012
Tentang Penunjukkan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran,Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan
Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2012, selanjutnya SK ini diubah tanggal
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7 Februari 2012 menjadi SK Nomor 900/21/K/2012,yang menunjuk Nurlisna
sebagai Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa untuk merealisasi DPA tersebut, tanggal 16 Maret 2012 Terdakwa Ir.
H. Abdul Aziz, M.M. selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PU menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 050/350.a/K/2012 Tentang Penetapan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Teknis, Staf Keuangan, dan Staf
Administrasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai,
khusus untuk jenis pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan
Konstruksi Hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang)
Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai TA 2012, dengan nilai
proyek Rp1.122.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh dua juta rupiah)

adalah sebagai berikut:

No Nama Jabatan
1 | Ir. H. Abdul Aziz, MM Pengguna Anggaran (PA)
2 | Suhardi, ST Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)
Djoko Pranoto Staf Teknis
Christina Ria Wati Siahaan, ST Staf Teknis

- Dan pada tanggal 12 April 2012, Terdakwa selaku PA menerbitkan SK
Nomor 050/520.a tentang Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/
Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran
2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, adalah:

No

Nama Kedudukan dalam kepanitiaan
1. | SufriEka Dharma, ST
NIP. 19740512 200112 1 004 Ketua merangkap Anggota

Kabid Cipta Karya
2. | Muhammad Amin, ST. MT

NIP. 19700720 200012 1 007 Sekretaris merangkap Anggota
Kabid Program

3. | Andri Muharwan
NIP. 19781201 200604 1013 Anggota

Kabid Evaluasi dan Pelaporan
4. | Syahrial, ST. M.Si

19780612 200502 1 001 Anggota
Kasi Perencanaan

5. | Mbardo Hamzah Hrp, ST
19780131 200904 1 001 Anggota
Staf Dinas PU

- Bahwa Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/
Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di
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Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai juga meliputi jenis
program kegiatan pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan
konstruksi hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota
Tanjungbalai;

Panitia Pengadaan sesuai SK tersebut bertugas:

¢ Menyusunrencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

e Menetapkan Dokumen Pengadaan;

e Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

e Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I
masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta
menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan
Nasional;

e Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau
pascakualifikasi;

e Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran
yang masuk;

e Menjawab sanggahan;

¢ Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;

e Menyerahkan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada
PPK;

e Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;

e Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA;

e Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa kepada PA.

- Bahwapadatahun 2012 (tanpa mencantumkan bulan dan tanggal) Terdakwa
bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membuat dan
menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pemeliharaan
Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Jalan H. Adlin Siddin dan
Jalan Abdulrrahman sebesar Rp937.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh

tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai

berikut:
HARGA PERKIRAAN SENDIRI(HPS)
REKAPITULASI
Proyek / Bagpro : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai

No. Paket Kontrak : APBD 2012
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Nama Paket : Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi

Hotmix JI. Usman Husein (JI. M. Abbas ke Teluk

Ketapang) Kec. TB. Selatan

Prov/ Kab / Kodya : Kota Tanjung Balai/ prov. Sumatera utara

No. . Jumlah 'Harga
Divisi Uraian Pekeqaan
(Rupiah)
1 Umum 28.517.445,00
2 Drainase 0,00
3 Pekerjaan Tanah 0,00
4 Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan 29.756.354,82
5 Perkerasan Non Aspal 284.515.639,36
6 Perkerasan Aspal 731.639.247,51
7 Struktur 0,00
8 Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor 47.572.192,28
9 Pekerjaan Harian 0,00
10 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin 0,00
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum 1.122.000.878,98
dan Keuntungan
(B) Dibulatkan 1.122.000.000.00
Terbilang : satu milyar seratus dua puluh dua juta rupiah

HARGA PERKIRAAN SENDIRI(HPS)
Proyek / Bagpro : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai
No. Paket Kontrak : APBD — 2012
: Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi
Hotmix JI. Usman husein (JI. M. Abbas Ke Teluk

Nama Paket

Ketapang
Prov/ Kab / Kodya : Kota Tanjung Balai/ Prov. Sumatera Utara
No. Mata ) Jumlah Harga-
. Perkiraan | Harga Satuan
Pembayar Uraian Satuan Kuantitas (Rupiah) Harga
an (Rupiah)
A b c d e f=(dxe)
DIVISI 1. UMUM
1.2 Mobilisasi LS 1,00 28.517.445,00 28.517.445,00
28.517.445,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan
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DIVISI 4. PELEBARAN
PERKERASAN DAN BAHU

JALAN
4.2.1 Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 52,35 588.411,74 29.756.354,82
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 29.756.354,82

DIVISI 5. PERKERASAN

BERBUTIR
51.1 Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 501,30 567.555,63 284.515.639,36
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 284.515.639,36

DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL

6.1(1)(a) | Lapis Resap Pengikat — aspal Liter 2.692,58 12.314,34 33.157.424,69
Cair

6.1(2)(a) | Lapis Perekat — Aspal Cair Liter 475.16 12.593,93 5.984.165,13

6.3(5a) | Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 239,97 482.540,77 141.851.159,64
(gradasi-halus/kasar)

6.3(6a) | Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 367,46 482.357,49 177.246.599,65
(gradasi halus/kasar)

6.3.8.a | Aspal Minyak Ton 34,61 10.678.250,00 369.623.758,09

6.4.(5) Bahan Anti Pengelupasan (anti Liter 122,17 30.909,09 3.776.142,31

stripping Agent)

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 731.639.247,51

DIVISI 8. PENGEMBALIAN
KONDISI DAN PEKERJAAN

MINOR
2.1(3) Agregat untuk Perkerasan Tanpa | M2 (Vol, 97,75 486.654,62 47.572.192,28
Penutup Aspal untuk Pekerjaan | gembur)
Minor
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 47.572.192,28

Item Pembayaran Nomor : 1.2

Jenis Pekerjaan : Mobilisasi

No. Jenis Alat }XTSF Satuan | Vol HargsRie)ltuan Jumlz(llgpl;arga
B. | PERALATAN

1 ASPHALT FINISHER E02 Unit 1 | 2.000.000 2.000.000

2 CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3 E06 Unit 1 500.000 500.000

3 DUMP TRUCK 10 TON E09 Unit 5 500.000 2.500.000

4 EXCAVATOR 80-140 HP E10 Unit 1 1.000.000 1.000.000

5 GENERATOR SET E12 Unit 1 500.000 500.000

6 MOTOR GRADER >100 HP E13 Unit 1 | 2.000.000 2.000.000

7 WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 E15 Unit 1| 2.000.000 2.000.000

Hal. 47 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Jenis Alat }j-\cl)gte Satuan Vol Harg(aR?)e)ltuan Jumle(llg pl;larga
8 | TANDEMROLLER 6-8 T E17 Unit 1 ] 2.000.000 2.000.000
9 | TREROLLER 8-10 T E18 Unit 1| 2.000.000 2.000.000
10 | WATER TANKER 3000-4500 L E23 Unit 1 500.000 500.000
1" PEDESTRIAN ROLLER E24 Unit 1 200.000 200.000
Total untuk item B pada lembar 1 15.200.000
Item Pembayaran Nomor : 1.2
Jenis Pekerjaan : Mobilisasi
% Terhadap Total biaya Proyek =
Harga Jumlah
No. Uraian Satuan | Vol Satuan Harga
(Rp) (Rp)
Sewa Tanah M2
B. | Peralatan 15.200.000
Periksa lembar 1.2-2
C. | Fasilitas Kontraktor LS 1 2.214.950 2.214.950
1 Base Camp
D. | Fasilitas Laboratorium
E. | Mobilisasi lainnya
E.l | Pekerjaan Darurat
1. Pengukuran/Pematokan LS 1 2.150.000 2.150.000
2. | Ulang LS 1 600.000 600.000
3. | Foto Dokumentasi LS 1 700.000 700.000
4. | Pelaporan & As Built LS 1 500.000 500.000
E.Il | Drawing
Papan Nama Proyek
Lain - lain
F. | Demobilisasi LS 1 4.560.000 4.560.000
G. | Total Biaya Mobilisasi Tidak termasuk PPN 25.924.950
H. | PPN 10% (10% x G) 2.592.495
I Total Biaya Mobilisasi Termasuk PPN 28.517.445

Catatan :Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di
atas sudah termasuk over-head dan laba serta seluruh pajak dan
bea (kecuali PPn), dan pengeluaran lainnya.

- Bahwa proses evaluasi lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan
dengan konstruksi Hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk
Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Tahun
Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
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a. Pengumuman lelangtanggal 10 Agustus 2012 dan terdapat 10 Perusahaan

yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu:

1. CV Maju Citra Utama 6. CV Karya Harapan
2. CV Harapan Jaya 7. CV AsKurnia

3. UD Maju Plaza 8. CV Nasio

4. CV Elide Sukses Gemilang 9. CV SinomRahayu
5. CV Dipenogoro 10. CV Bertuah

b. Setelah dilakukan pengumuman lelang, dan sebelum dimulainya tahap
berikutnya tanggal 14 Agustus 2012 panitia pengadaan dengan
sepengetahuan Terdakwa, merubah metode pelelangan dari metode
pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung dengan tanpa
alasan yang jelas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Addendum
Dokumen Pengadaan Nomor 602.1/01/ADP/RPJJ-PU/APBD/2012 tanggal
14 Agustus 2012. Bahwa pengadaan dengan menggunakan metoda
pemilihan langsung hanya dapat dilakukan untuk pengadaan pekerjaan
dengan nilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), akan
tetapi jenis pekerjaan ini senilai Rp891.473.000,00 (delapan ratus
sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah),
sehingga seharusnya tidak diperbolehkan menggunakan metode pemilihan
langsung;

c. Bahwa meskipun panitia telah menentukan metode pemilihan langsung,
panitia pengadaan tetap melakukan proses pelelangan dengan
mekanisme pelelangan umum yaitu dengan menggunakan Metode
Evaluasi yang digunakan adalah sistem gugur, sebagaimana jenis
pelelangan umum biasanya. Adapun yang menjadi alasan karena dari 10
Perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, hanya tiga
perusahaan yang memasukkan (mengunggah) dokumen penawaran dan
dokumen kualifikasi, yaitu:
1.CV Maju Citra Utama, dengan harga penawaran sebesar

Rp1.099.912.000,00
2. UD. Maju Plaza dengan harga penawaran sebesar Rp1.101.800.000,00
3. CV Elide Sukses Gemilang dengan harga penawaran sebesar
Rp1.111.375.000,00

d. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, panitia pengadaan barang/jasa
Dinas PU Kota Tanjungbalai membuat Berita Acara Hasil Pelelangan No.
602.1/01/BAHP/RPJJ-PU/APBD/2012 yang menetapkan bahwa CV Maju

Citra Utama memenuhi syarat/lulus evaluasi administrasi, evaluasi teknis,
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evaluasi harga, dan evaluasi kualifikasi dengan nilai penawaran
Rp1.099.912.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan
ratus dua belas ribu rupiah).

e. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012, Panitia pengadaan barang/jasa
Dinas PU Kota Tanjungbalai menerbitkan surat Keputusan No.602.1/003/
PP/RPJJ-PU/APBD/2012 tentang penetapan pemenang program
rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan kegiatan rehabilitasi/
pemeliharaan jalan sub kegiatan peningkatan jalan dengan konstruksi
hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang)
Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai yang menetapkan CV
Maju Citra Utama sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran
Rp1.099.912.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan
ratus dua belas ribu rupiah);

f. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012, Panitia pengadaan barang/jasa
Dinas PU Kota Tanjungbalai menandatangani Surat Pengumuman
Pemenang Lelang No. 602.1/01/PPL/RPJJ-PU/APBD/2012 yang
mengumumkan CV Maju Citra Utama sebagai pemenang atas pekerjaan
Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan
Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dengan harga penawaran
terkoreksi Rp1.099.912.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta
sembilan ratus dua belas ribu rupiah);

g. Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2012 Surat Perjanjian
Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 ditandatangani
antara Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Pengguna Anggaran (PA)
dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Yusni
Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama (Penyedia Pekerjaan Konstruksi),
dan Terdakwa juga menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK) No. 050/003/SPMK/APBD/2012 yang memerintahkan
kepada CV Maju Citra Utama untuk melaksanakan Pekerjaan
Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan konstruksi Hotmix pada Jalan
Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan
Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dengan nilai kontrak sebesar
Rp1.099.912.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan
ratus dua belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90
hari sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan 10 Desember
2012;
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- Bahwaselain pengadaan pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan
Konstruksi Hotmix pada Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk
Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, Terdakwa
juga melakukan pelelangan Jasa Konsultan yang dimenangkan oleh H.
Robby J. Mawardi BE An. Dir. CV. Lae Consultant, untuk menyediakan Jasa
Konsultasi Pekerjaan Konstruksi program pemeliharaan lapis permukaan
dengan konstruksi Hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk
Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai yang
bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA. 2012 dengan nilai Kontrak
sebesar Rp148.390.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus
sembilan puluh ribu rupiah) melalui hasil seleksi lelang secara terbuka yang
dilaksanakan panitia pengadaan, selanjutnya dituangkan dalam Surat
Perjanjian Pekerjaan No. 050/004/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 tanggal
15 Agustus 2012;

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. juga
mengangkat Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan melalui Surat
Keputusan (SK) Nomor 050/1155.C/2012 tentang Penetapan Panitia
Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Program/Kegiatan yang bersumber dari
Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum

Kota Tanjungbalai adalah:

No Nama Kedudukan Dalam Kepanitiaan
1. | Susanto, SE Ketua merangkap Anggota
2. | Agus Salimlubis, ST Sekretaris merangkap Anggota
3. | Ir. Ahmad Solihin, MM Anggota

4. | Syahrial, ST. M.Si Anggota

5. | Erwin Sumbayak, ST Anggota

Tugas dan tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan antara lain:

e Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

e Menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; dan

e Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dengan CV Maju Citra Utama dan
penandatanganan kontrak dengan CV Lae Consultantselanjutnya dimulailah
pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada

Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan

Hal. 51 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dan pembayaran atas pekerjaan
yang dilakukan secara termyn;

- Bahwa atas pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi
Hotmix pada Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang)
Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai telah dilakukan
pembayaran dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Permintaan pembayaran termyn I:

e Tanggal 30 September 2012 Mhd. Jani selaku Inspector CV Lae
Consultant membuat Laporan Bulanan Bulan | (periode 12 September
2012 s.d. 30 September 2012) dengan progress fisik yang dicapai
9,389%;

e Tanggal 8 Oktober 2012 Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama
mengajukan permohonan pencairan termyn uang muka (30%) kepada
Terdakwa selaku PA Dinas PU Kota Tanjungbalai melalui suratNomor:
28/CV.MCU/X/2012;

e Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku
Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai/PA/PPK mengajukan Surat kepada
Walikota Tanjungbalai Nomor 900/05/RP JJ-PU/ APBD/2012 perihal
berita acara pembayaran termyn uang muka 30% sebagai permohonan
pembayaran termyn uang muka 30% atau sebesar Rp379.973.600,00
(tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluhtigaribu
enamratus rupiah);

e Tanggal 10 Oktober 2012, Nurlisna selaku bendahara Pengeluaran
menerbitkan:

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0084/PU/SPP-LS/2012
sebesar Rp299.976.000,00 sumber dana alokasi khusus (DAK);

b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0095/PU/SPP-LS/2012
sebesar Rp29.997.600,00 sumber Dana Alokasi Umum (DAU);

masing-masing diketahui/ditandatangani Suhardi, S.T. selaku Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

e Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan Surat Perintah
Membayar Langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali
selaku Direktur CV Maju Citra Utama yaitu:

- Nomor 0084/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp267.251.346,00 sumber
Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp32.724.654,00;
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- Nomor 0085/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp26.725.134,00 sumber
Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp3.272.466,00;

e Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa juga membuat surat pernyataan
tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak
terhadap penerbitan SPM Nomor 0084/PU/SPM-LS/2012 dan SPM
Nomor 0085/PU/SPM-LS/2012 tersebut;

e Tanggal 11 Oktober 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara Umum
Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan
kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, yaitu:

- Nomor0079/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp267.251.346,00 sumber
Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp32.724.654,00;

- Nomor 0080/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp26.725.134,00 sumber
Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp3.272.466,00;

2. Permintaan pembayaran termyn II:

e Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, Terdakwa, pengawas lapangan
dan Direktur CV Maju Citra Utama, menandatangani Berita Acara
Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan No. 050/21.h/RPJJ/APBD/2012
dengan progress sebesar 33,50%;

e Tanggal 19 Oktober 2012 Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra
Utama mengajukan permohonan pencairan termyn 33,50% - retensi 5%
uang muka 30% kepada Terdakwa selaku PA Dinas PU Kota
Tanjungbalai melalui Surat Nomor 11/MCU-X/2012;

e Pada tanggal yang sama, Terdakwa bersama sama dengan Yusni Ali
selaku Direktur CV Maju Citra Utama menandatangani Berita Acara
Pembayaran Termyn No. 900/21.a.8/RPJJ/APBD/2012 dengan
progress fisik sebesar 33,50% dengan nilai Rp239.505.838,00 setelah
dikurangi Retensi 5% dan uang muka 30%;

e Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku
Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai merangkap PPK mengajukan
Surat kepada Walikota Tanjungbalai Nomor 900/1414.f/RPJJ-PU/
APBD/2012 Perihal Berita Acara pembayaran Termyn 33,50% - retensi
5% - uang muka 30% sebagai permohonan pembayaran Termyn uang
muka 33,50% atau sebesar Rp239.505.838,00 (dua ratus tiga puluh
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sembilan juta lima ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan

rupiah);

e Tanggal 22 Oktober 2012 Nurlisna selaku bendahara Pengeluaran
menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP):

- Nomor 0115/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp217.732.580,00 sumber
DAK;

- Nomor 0116/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp21.773.258,00 sumber
DAU,

masing-masing diketahui/ditandatangani oleh Suhardi, S.T. selaku

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

e Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan Surat Perintah
membayar langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali
selaku Direktur CV Maju Citra Utama:

- Nomor 0115/PU/SPM-LS/2012 yang sebesar Rp193.979.935,00
sumber DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp23.752.645,00;

- Nomor 0116/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp19.397.994,00 sumber
DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp2.375.264,00;

- Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku
Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai dan Pejabat Pengguna
Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan
SPM Nomor 0115/PU/SPM-LS/2012 dan Nomor 0116/PU/SPM-LS/
2012 tersebut;

e Tanggal 24 Oktober 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara umum
Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan
kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama:

- Nomor0107/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp193.979.935,00 sumber
DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp23.752.645,00;

- Nomor 00108/PU/SP2D-LS/2012 sebesarRp19.397.994,00 sumber
DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp2.375.264,00;

3. Permintaan pembayaran termyn I :

e Bahwapadatanggal 4 Nopember 2012 Mhd. Jani selaku Inspector CV
Lae Consultant membuat laporan bulanan Bulan Il (periode 01
Oktober 2012 sampai dengan 4 Nopember 2012) dengan progress
fisik yang dicapai 28,423%. Laporan bulanan ini diperiksa oleh
Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan
disetujui oleh Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. Selaku Kepala Dinas
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PU Kota Tanjungbalai, juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan
merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

e Padatanggal 2 Desember 2012, Mhd Jani membuat Laporan Bulanan
Bulan Il (periode 5 November 2012 s.d. 2 Desember 2012) dengan
progress fisik yang dicapai 85,860%. Laporan bulanan ini juga
diperiksa oleh Suhardi, S.T. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) dan disetujui oleh Terdakwa selaku PPK;

e Kemudian pada tanggal 7 Desember 2012, Panitia Pemeriksa/
PenerimaHasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/
Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 050/137.a/RPJJ-PU/APBD/2012
dengan kesimpulan bahwa Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan
lakukan pemeliharaan selama 6 bulan;

e Bahwa pada hari yang sama Terdakwa, PPTK dan Pengawas
Lapangan bersama dengan Direktur CV Maju Citra Utama
menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor
050/137.a/RPJJ-PU/APBD/2012 dengan progress sebesar 100%.
Laporan bulanan ini diperiksa oleh Suhardi, S.T. Selaku Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan disetujui oleh Terdakwa Ir. H.
Abdul Aziz, M.M. Selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai
merangkap PPK;

e Bahwatanggal 7 Desember 2012 tersebut juga dilakukan serah terima
pekerjaan sementara (PHO) antara Ir. H. Abdul Aziz, M.M. Selaku
Kepala Dinas PU Tanjungbalai merangkap PPK dengan Yusni Ali
selaku Direktur dari CV Maju Citra Utama selaku Penyedia Konstruksi.
Serah terima pekerjaan sementara ini dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Nomor 050/137.a/RPJJ-
PU/APBD/2012. Dalam Berita acara tersebut PPK menyatakan bahwa
seluruh pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh CV Maju Citra
Utama dan Perusahaan tersebut berkewajiban untuk memelihara
pekerjaan tersebut selama enam bulan terhitung sejak tanggal
7 Desember 2012 (sejak selesainya pekerjaan fisik 100%);

e Bahwa setelah dilakukan serah terima pekerjaan sementara (PHO)
antara Ir. H. Abdul Aziz, M.M. Selaku Kepala Dinas PU Tanjungbalai
merangkap PPK dengan Yusni Ali selaku Direktur dari CV Maju Citra
Utama selaku Penyedia Konstruksi. Serah terima pekerjaan, pada
tanggal 10 Desember 2012, Mhd. Jani selaku Inspector CV Lae
Consultantmembuat Laporan Bulanan Bulan IV (periode 3 Desember
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2012 s.d. 10 Desember 2012) dengan progress fisik yang dicapai
100%. Laporan bulanan ini diperiksa oleh Suhardi, S.T. Selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan disetujui oleh
Terdakwa selaku PPK;

e Bahwadalamlaporan bulanan untuk periode 3 November 2012 s/d 10
Desember 2012 (laporan bulan 1V) yang dibuat oleh konsultan
supervisi (CV Lae Konsultan) kepada Terdakwa, tidak sesuai dengan
kondisi sebenarnya di lapangan, karena Laporan bulanan (bulan III)
menyatakan bahwa bobot pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan
dengan konstruksi Hotmix pada Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas
ke Teluk Ketapang) Kec. Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai
tahun 2012 telah mencapai 100%, dan Edi Syahputra selaku Staf
Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di Jalan
Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan
Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, yang mengetahui adanya
ketidaksesuaian antara volume dan spesifikasi teknis menurutkontrak
dengan yang terpasang telah menyampaikan kekurangan pekerjaan
ini secara lisan kepada Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. selalu PPK;

e Selanjutnya Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. selaku PPK, Suhardi,
S.T. selaku PPTK serta Edi Syahputra selaku Staf Teknis/Pengawas
Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di Jalan Usman Husein
(Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan
Kota Tanjungbalai, yang keseluruhannya telah mengetahui adanya
ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan, yaitu pada saat
penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus (AC-WC)
yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai
ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan
bahu jalan tidak dilaksanakan oleh Yusni Ali selaku Direktur CV Maju
Citra Utama selaku Pelaksana Pekerjaan Program: Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/
Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan
Dengan Konstruksi Hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke
Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai
tetap menandatangani Berita Acara pemeriksaan Prestasi Pekerjaan
Nomor 050/136.b/RPJJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012 bobot
pekerjaan telah dilaksanakan 100%;

Hal. 56 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor
050/137.a/RP  JJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012
ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. permintaan
pembayaran kepada Pelaksana Pekerjaan tetap diajukan Terdakwa
kepada Walikota Tanjungbalai dengan surat Nomor 900/1816/RPJJ-
PU/APBD/2012 Perihal Berita Acara Pembayaran Termyn 100% -
15,20% = 84,80% - Retensi 5% - uang muka 30% sebagai
permohonan pembayaran Termyn 100% - 15,20% = 84,80% -
Retensi 5%-uang muka 30% atau sebesar Rp. 506.820.132;

e Pada tanggal 10 Desember 2012 Nurlisna Selaku Bendahara
menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP):

- Nomor 0290/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp432.215.420,00
sumber DAK

- Nomor 0291/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp43.221.542,00 sumber
DAU

yang keduanya oleh Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) yang telah mengetahui adanya ketidaksesuaian

bentuk, jenis dan volume pekerjaan tetap memberikan tanda tangan

pada SPP dan diajukan kepada Nurlisna;

e Bahwa pada tanggal 10 Desember Terdakwa juga mengajukan Surat
Perintah membayar langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs.
Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, yaitu:

- Nomor 0290/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp385.064.647,00 sumber
dana alokasi khusus dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp47.150.773,00 diikuti dengan penerbitan surat pernyataan
tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab
mutlak terhadap penerbitan SPM tersebut;

- Nomor 0291/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp43.221.542,00 sumber
dana alokasi umum dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp4.715.077,00 dan surat pernyataan tanggung jawab Pengguna
Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan
SPM tersebut;

e Tanggal 11 Desember 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara Umum
Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan
kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama;

- Nomor0270/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp385.064.647,00 sumber
DAK setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp47.150.773,00 dan
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- Nomor 0271/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp38.506.465,00 sumber
DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp4.715.077,00;

e Bahwa sebelum menerima pembayaran 100%, Yusni Ali selaku
Direktur CV Maju Citra Utama mengajukan permohonan pencairan
Termyn Retensi 5% sebesar Rp54.995.600,00 kepada Terdakwa
melalui surat Nomor 15/MCU-XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.
(termyn ke 1V);

4. Permintaan pembayaran termyn [V:

e Atas permintaan pembayaran tersebut Nurlisna menerbitkan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0311/PU/SPP-LS/2012 sebesar
Rp49.996.000,00 sumber DAK dan Nomor 0312/PU/SPP-LS/2012
sebesar Rp4.999.600,00 sumber DAU dan diikuti pengajuan surat
Terdakwa kepada Walikota Tanjungbalai Nomor 900/1846.a/RP JJ-PU/
APBD/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Berita Acara
pembayaran Termyn Retensi 5% sebagai permohonan pembayaran
termyn Retensi 5% atau sebesar Rp54.995.600,00 (lima puluh empat
juta sembilan ratus sembilan puluh limaribu enam ratus rupiah);

e Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz,
M.M. mengajukan surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) yang
ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama,
dengan surat:

- Nomor 0311/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp44.541.891,00 sumber
DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp5.454.100,00 dan membu at
Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang
bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM tersebut;

- Nomor 0311/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp4.454.189,00 sumber
DAU setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp545.411,00 dan
membuat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang
bertanggungjawab mutlak terhadap penertiban SPM tersebut;

e Pada tanggal 13 Desember 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara
Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
0300/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp44.541.891,00 sumber DAK
dipotong PPN dan PPh sebesar Rp5.454.109.00 dan Nomor 0301/PU/
SP2D-LS/2012 sebesar Rp4.454.189,00 sumber DAU dipotong PPN
dan PPh sebesar Rp. 545.411,00,- yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali
selaku Direktur CV Maju Citra Utama,;

Hal. 58 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Hotmix di Jalan Usman
Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai
Selatan Kota Tanjungbalai telah dilakukan pembayaran secara 100% dengan
rincian sebagai berikut:

Sum SPP SPM SP2D Jumiah Jumlah
No. Uraian [;)aer:a Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal (Rp) PPN PPh dibziyazg(an
1 [BA Pembayaran DAK  |0084/PU/SPP  [10/10/2012 [0084/PU/S  [10/10/2012 [0079/PU/S  |11/10/2012 299.976.000 | 27.270.545 | 5.454.109 267.251.346
[Temyn uang -15/2012 PM- P2D-
muka 30% LS/2012 LS/2012
DAU 0085/PU/SPP | 10/10/2012 |0085/PU/S | 10/10/2012 [0080/PU/S | 11/10/2012 29.997.600 | 2.727.055 545.411 26.725.134
-LS/2012 PM- P2D-
LS/2012 LS/2012
ISub Jumlah 329.973.600 | 29.997.600 | 5.999.520 293.976.48
0
2 [BA Pembayaran DAK 0115/PU/SPP  |22/10/2012 |0115/PU/S  |22/10/2012 (0107/PUIS  |24/10/2012 217.732.580 | 19.793.871 3.958.774 193.979.935
ITemmyn 33,50% - -LS/2012 PM- P2D-
Retensi 5% - LS/2012 LS/2012
uang muka 30% DAU 0116/PU/SPP  |22/10/2012 |0116/PU/S  |22/10/2012 [0108/PU/S  |24/10/2012 21.773.258, 1.979.387 395.877 19.397.994
-LS/2012 PM- P2D-
LS/2012 LS/2012
[Sub Jumlah 239.505.838, | 21.773.258 | 4.354.651 213.377.929
3 [BA Pembayaran DAK 0290/PU/SPP | 10/12/2012 |0290/PU/S  |10/12/2012 [0270/PU/S | 11/12/2012 432.215.420 | 39.292.311 7.858.462 385.064.647
[Termyn 100% - -LS/2012 PM- P2D-
33,50% = LS/2012 LS/2012
166,50% - Retensi [ DAU 0291/PU/SPP | 10/12/2012 |0291/PU/S  |10/12/2012 (0271/PUIS | 11/12/2012 43.221.542 | 3.929.231 785.846 38.506.465
5% - uang muka -15/2012 PM- P2D-
130% LS/2012 LS/2012
ISub Jumlah 475.436.962 | 43.221.542 | 8.644.308 | 423.571.112
4 [BA Pembayaran DAK 0311/PU/SPP | 11/12/2012 |0311/PU/S | 11/12/2012 [0300/PUIS | 13/12/2012 49.996.000 | 4.545.091 909.018 44.541.891
ITemyn Retensi -LS/2012 PM- P2D-
5% LS/2012 LS/2012
DAU 0312/PU/SPP | 11/12/2012 |0312/PU/S  |11/12/2012 [0301/PU/S | 13/12/2012 4.999.600 454.509 90.902 4.454.189
-LS/2012 PM- P2D-
LS/2012 LS/2012
ISub Jumlah 54.995.600 | 4.999.600 999.920 48.996.080
Jumlah [ I [ | [ [ 1.099.912.000 | 99.992.000 [ 19.998.309 | 979.921.601

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Politeknik
Negeri Medan yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan tanggal 8 Mei
2012 ditandatangani oleh Ir. M. Koster Silaen, M.T. dan M. Ari Subhan
Harahap, S.T., M.T. terdapat kekurangan volume terpasang dalam

pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
DOKUMENKONTRAK HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

. Harga Selisih
o Uraian Satuan Perklr?an Satuan Jumiah Harga Volume Harga
Pembayaran Kuantitas Rp. Volume Ro

Rp.

a b c d e F=(d)x(e) 9 H‘(g;)‘ 1= () xe)
Divisi 4.
Pelebaran
Perkerasan
dan Bahu
Jalan

421 Lapis M3 135.00 | 553,90445  74,776,965.75 | 75.0000 [ 60.0000 | 33,234,207.00
Pondasi
Agregat
Kelas A

Divisi 5.
Perkerasan
Berbutir
5141 Lapis M3 85.50 551,61966 | 47,163,480.93 | 73.8572 | 11.6429 6,422,424.96
Pondasi
Agregat
Kelas A

Divisi 6.
Perkerasan
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Aspal
6.3 (5a) Laston Ton 617.02 [ 476,003.94 | 293,703,951.06 | 556.3439 | 60.6761 | 28,882,040.74
lapis Aus
(AC-WC)
(gradasi
halus/
kasar)
6.3 (6a) Laston Ton 99.18 475,833.06 | 47,193,122.89 | 76.0803 | 23.0907 | 10.990,314.31
lapis antara
(AC-BC)
(gradasi
halus/

kasar)

TOTAL | 79,528,987.00

- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran secara 100% pemeliharaan
lapis permukaan dengan konstruksi hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M.
Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota
Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 padahal Terdakwa Ir. H. Abdul Azis,
M.M. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), telah mengetahui dari
Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Edi
Syahputra selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi
hotmix, adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan, yaitu
pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus (AC-
WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan
dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan tidak
dilaksanakan oleh Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama selaku
pelaksana pekerjaan, tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
Prestasi Pekerjaan Nomor 050/137.a/RPJJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember
2012 yang menyatakan bobot pekerjaan telah dilaksanakan 100%, serta
dengan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Politeknik
Negeri Medan yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan tanggal 8 Mei
2012 ditandatangani oleh Ir. M. Koster Silaen, M.T. dan M. Ari Subhan
Harahap, S.T., M.T. terdapat kekurangan volume terpasang dalam
pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi
hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan
Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012, maka
Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. selaku PA (Pengguna Anggaran) dan juga
bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada pekerjaan
konstruksi hotmix telah melakukan perbuatan melawan hukum karena
bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 18 (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
yang menyatakan bahwa “Pejabat yang menandatangani atau

mengesahkan dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran

Hal. 60 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat yang

timbul dari penggunaan bukti tersebut’;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/
jasa pemerintah, yaitu:

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasaharus

mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk
mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan
pengadaan barang/jasa;

b. bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan
dokumen pengadaan barang/fjasa yang menurut sifatnya harus
dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam
pengadaan barang/jasa;

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang
berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan para pihak yang
terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses
pengadaan barang/jasa;

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran
keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau
kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain
yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; dan

h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa
saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga
berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

Pasal 95 Butir (1), (3) dan (4):

(1). Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk
penyerahan pekerjaan;

(3). Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada Ayat (2), panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan

melalui PPK memerintahkan penyedia barang/Jasa untuk
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memperbaiki  dan/atau  melengkapi kekurangan  pekerjaan
sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;

(4). Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan
pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan kontrak;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
pengelolaan keuangan daerah dan perubahannya Nomor 59 Tahun 2007.
Azas umum pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4
(1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan,
dan manfaatuntuk masyarakat;

Pasal 122 Angka (10)

(10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak
mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 184 Ayat 2

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen
yang berkaitan dengan Surat bukti yang menjadi dasar penerimaan
dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab
terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan
surat bukti dimaksud.

- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembayaran 100% padahal
diketahuinya terdapat ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan,
yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus
(AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai
ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu
jalan tidak dilaksanakan oleh Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama
selaku Pelaksana Pekerjaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan proses
pencairan dan pembayaran kepada Yusni Ali sehingga akibat perbuatan
Terdakwa tersebut telah memperkaya Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju
Citra Utama;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. yang telah melakukan
pembayaran 100% padahal diketahuinya adanya ketidaksesuaian bentuk,
jenis dan volume pekerjaan ini, sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka
Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada
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B4

Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan
Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai
Selatan Kota Tanjungbalai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai
Nomor SR-131/PW02/5/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dari BPKP Provinsi
Sumatera Utara, telah merugikan keuangan negara sebesar
Rp191.423.637,12 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh
tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma dua belas sen rupiah) atau
setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

a. Jumlah Kontrak dibayar dan dipertanggung- Rp 1.099.912.000,00

jawabkan sesuai SP2D

b. PPN disetor dipungut/dipotong oleh Bendahara Rp 99.992.000,00)
c. PPhdisetor dipungut/dipotong oleh Bendahara Rp 19.998.399,00)
d. Jumlah Kontrak dibayar setelah PPN dan PPh Rp 979.921.601,00

(Lampiran 1)
e. Nilai volume fisik terpasang (Lampiran I) Rp 88.497.963,88)
f. Kerugian Keuangan Negara Rp 191.423.637,12

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. NIP 195905091985031001
diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungbalai
Asahan berdasarkan SK Nomor 820/52/K/2009, tanggal 2 Maret 2009, juga
menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan konstruksi hotmix,
dengan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor
050/03.B/K/2012 tanggal 10 Januari 2012 Tentang Penetapan Pengguna
Anggaran Kota Tanjungbalai Pada Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, baik
bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Suhardi,
S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Edi Syahputra selaku
Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di Jalan
Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai
Selatan Kota Tanjungbalai, dan Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama

selaku Pelaksana Pekerjaan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
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Jembatan Kegiatan Rehabilitasi’Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan

Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M.

Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai

Yang Bersumber Dari dana APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012

serta Muhammad Jani als. Jani, selaku Inspector CV Lae Consultant selaku

Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)

pada tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012

atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan September tahun

2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu

waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan

Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidak-

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan

Pasal 5 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011,

“sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena Jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau

Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Asahan” yang

dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. telah diangkat sebagai Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Tanjungbalai berdasarkan SK Nomor 820/52/K/
2009 tanggal 2 Maret 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor
050/03.B/K/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah
Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran(TA. 2012), diangkat/ditunjuk selaku
Pengguna Anggaran(PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai,
yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

b) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

¢) Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

d) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;

e) Menandatangani SPM,;
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f) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
g) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

- Bahwa selain ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran, Sdr. Ir. H. Abdul Aziz,
M.M. juga bertanggungjawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu Jalan Kontruksi Hotmix pada
Jalan H. Adlin Siddin dan ruas Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai Tahun
Anggaran 2012 yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
1. Spesifikasiteknik barang/jasa
2. Harga perkiraan Sendiri (HPS)
3. Rancangan kontrak
b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
c. Menandatangani kontrak
d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada
PA/KPA
g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
dengan berita acara penyerahan
h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan
hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan
i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.

- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung, Nomor
1.03.01.18.03.5.2, Dinas Pekerjaan Umum mendapat alokasi dana sebesar
Rp8.404.593.000,00 (delapan milyar empat ratus empat juta lima ratus
sembilan puluh tiga ribu rupiah), untuk Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan, yang antara lain didalamnya terdapat alokasi dana
untuk 1 paket Pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi
Hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan
Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai sebesar Rp1.122.000.000,00 (satu
milyar seratus dua puluh dua juta rupiah), yang terdiri dari:

e Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) berasal dari Dana
Alokasi Khusus (DAK);
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e Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) berasal dari Dana Alokasi
Umum (DAU) Pendamping;

- Bahwauntuk melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) tersebut, tanggal 12 Januari 2012 Walikota
Tanjungbalai menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 900/05.A/K/2012
Tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2012, selanjutnya SK ini
diubah tanggal 7 Februari 2012 menjadi SK Nomor 900/21/K/2012, yang
menunjuk Nurlisna sebagai Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa untuk merealisasi DPA tersebut, tanggal 16 Maret 2012 Terdakwa Ir.
H. Abdul Aziz, M.M. selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PU menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 050/350.a/K/2012 Tentang Penetapan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Teknis, Staf Keuangan, dan Staf
Administrasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai,
khusus untuk jenis pekerjaan Pemeliharaan lapis Permukaan dengan
Konstruksi Hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang)
Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai TA 2012, dengan nilai
proyek Rp1.122.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh dua juta rupiah)
adalah sebagai berikut:;

No Nama Jabatan

1 Ir. H. Abdul Aziz, MM Pengguna Anggaran (PA)

2 Suhardi, ST Pejabat Pelaksana Tenis Kegiatan (PPTK)
3 Edi Syahputra Staf Teknis

4 | Andri AntaKusuma, ST Staf Teknis

- Dan pada tanggal 12 April 2012, Terdakwa selaku PA menerbitkan SK
Nomor 050/520.a tentang Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/
Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran
2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, adalah:

No

Nama Kedudukan dalam kepanitiaan

1. | SufriEkaDharma, ST Ketua merangkap Anggota
NIP. 19740512 200112 1 004
Kabid Cipta Karya
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2. | Muhammad Amin, ST. MT Sekretaris merangkap Anggota
NIP. 19700720 200012 1 007
Kabid Program

3. | Andri Muharwan Anggota

NIP. 19781201 200604 1 013
Kabid Evaluasi dan Pelaporan
4. | Syahrial, ST. M.Si Anggota
19780612 200502 1 001
Kasi Perencanaan

5. | Mbardo Hamzah Hrp, ST Anggota
19780131 200904 1 001
Staf Dinas PU

- Bahwa Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/
Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di
Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai juga meliputi jenis
program kegiatan pekerjaan Pemeliharaan lapis Permukaan dengan
Konstruksi Hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang)
Kec. Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;

Panitia Pengadaan sesuai SK tersebut bertugas:

e Menyusunrencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

¢ Menetapkan Dokumen Pengadaan;

e Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

e Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I
masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta
menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan
Nasional,

e Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau
pascakualifikasi;

e Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran
yang masuk;

e Menjawab sanggahan;

e Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;

e Menyerahkan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada
PPK;

e Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;

e Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA;
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e Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa kepada PA.

- Bahwapadatahun 2012 (tanpa mencantumkan bulan dan tanggal) Terdakwa
bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membuat dan
menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pemeliharaan
Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M.
Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota
Tanjungbalai pada Rp891.473.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh satu
juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan perincian sebagai

berikut:
HARGA PERKIRAAN SENDIRI(HPS)
REKAPITULASI
Proyek / Bagpro : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai
No. Paket Kontrak : APBD 2012
Nama Paket : Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi

Hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk
Ketapang) Kecamatan TB. Selatan

Prov/ Kab / Kodya : Kota Tanjung Balai/Prov. Sumatera Utara

No. _ Jumlah _Harga
Divisi Uraian Pekerljaan
(Rupiah)
1 Umum 28.517.445,00
2 Drainase 0,00
3 Pekerjaan Tanah 0,00
4 Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan 29.756.354,82
5 Perkerasan Non Aspal 284.515.639,36
6 Perkerasan Aspal 731.639.247,51
7 Struktur 0,00
8 Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor 47.572.192,28
9 Pekerjaan Harian 0,00
10 | Pekerjaan Pemeliharaan Rutin 0,00
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum 1.122.000.878,98
dan Keuntungan
(B) Dibulatkan 1.122.000.000.00
Terbilang : satu milyar seratus dua puluh dua juta rupiah
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Nama Paket : Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix
JI. Usman husein (JI. M. Abbas Ke Teluk Ketapang)
Prov/Kab/Kodya : Kota Tanjung Balai/ Prov. Sumatera Utara
No. Mata Urai Sat Perkiraan | Harga Satuan | Jumlah Harga-
Pembayaran raian atuan Kuantitas (Rupiah) Harga (Rupiah)
A B C d e f=(dxe)
DIVISI 1. UMUM
1.2 Mobilisasi LS 1,00 28.517.445,00 28.517.445,00
28.517.445,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)
DIVISI 4. PELEBARAN
PERKERASAN DAN BAHU
JALAN
4.21 Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 52,35 588.411,74 29.756.354,82
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 29.756.354,82
DIVISI 5. PERKERASAN
BERBUTIR
5.1.1 Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 501,30 567.555,63 284.515.639,36
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 284.515.639,36
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
6.1(1)(a) Lapis Resap Pengikat — aspal Liter 2.692,58 12.314,34 33.157.424,69
Cair
6.1(2)(a) Lapis Peekat — Aspal Cair Liter 475.16 12.593,93 5.984.165,13
6.3(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 239,97 482.540,77 141.851.159,64
(gradasi-halus/kasar)
6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 367,46 482.357,49 177.246.599,65
(gradasi halus/kasar)
6.3.8.a Aspal Minyak Ton 34,61 10.678.250,00 | 369.623.758,09
6.4.(5) Bahan Anti Pengelupasan (anti Liter 122,17 30.909,09 3.776.142,31
stripping Agent)
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 731.639.247,51
DIVISI 8. PENGEMBALIAN
KONDISI DAN PEKERJAAN
MINOR
2.1(3) Agregat untuk Perkerasan Tanpa M3 97,75 486.654,62 47.572.192,28
Penutup Aspal untuk Pekerjaan | (Vol,ge
Minor mbur)
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 47.572.192,28

Hal. 69 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ltem Pembayaran Nomor : 1.2

Jenis Pekerjaan : Mobilisasi
. Kode Harga Jumlah
No. Jenis Alat Alat Satuan Vol Satuan Harga
(Rp) (Rp)
B. | PERALATAN
1| ASPHALT FINISHER E02 Unit 1 2.000.000 |  2.000.000
2 | CONCRETEMIXER0.3-0.6 M3 E06 Unit 1 500.000 500.000
3 | DUMP TRUCK10TON E09 Unit 5 500.000 2.500.000
4 | EXCAVATOR80-140HP E10 Unit 1 1.000.000 1.000.000
5 | GENERATORSET E12 Unit 1 500.000 500.000
6 | MOTORGRADER>100HP E13 Unit 1 2.000.000 2.000.000
7 | WHEELLOADER 1.0-1.6 M3 E15 Unit 1 2.000.000 2.000.000
8 | TANDEMROLLERG-8T E17 Unit 1 2.000.000 2.000.000
9 | TIREROLLERS-10T E18 Unit 1 2.000.000 2.000.000
10 | WATER TANKER 3000-4500L E23 Unit 1 500.000 500.000
11 | PEDESTRIANROLLER E24 Unit 1 200.000 200.000
Total untuk item B padalembar 1 15.200.000
ltem Pembayaran Nomor 11.2
Jenis Pekerjaan : Mobilisasi
% Terhadap Total biaya Proyek :
Harga Jumlah
No. Uraian Satuan| Vol Satuan Harga
(Rp) (Rp)
Sewa Tanah M2
B. | Peralatan 15.200.000
Periksa lembar 1.2-2
C. | Fasilitas Kontraktor LS 1 2.214.950 2.214.950
1 | Base Camp
D. | Fasilitas Laboratorium
E. | Mobilisasilainnya
E.l | Pekerjaan Darurat
1. | Pengukuran/Pematokan LS 1 2.150.000 2.150.000
2. | Ulang LS 1 600.000 600.000
3. | Foto Dokumentasi LS 1 700.000 700.000
4. | Pelaporan & As Built LS 1 500.000 500.000
E.Il | Drawing Papan Nama
Proyek Lain - lain
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F. | Demobilisasi LS 1 4.560.000 4.560.000
G. | Total Biaya Mobilisasi Tidak termasuk PPN 25.924.950
H. | PPN 10% ( 10% x G) 2.592.495
I. | Total Biaya Mobilisasi Termasuk PPN 28.517.445

Catatan : Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di atas
sudah termasuk over-head dan laba serta seluruh pajak dan bea
(kecuali PPn), dan pengeluaran lainnya.

- Bahwa proses evaluasi lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan
dengan konstruksi Hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk
Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Tahun
Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

a. Pengumumanlelangtanggal 10 Agustus 2012 dan terdapat 10 Perusahaan

yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu:

1. CV Maju Citra Utama 6. CV.Karya Harapan
2. CV Harapan Jaya 7. CV AsKurnia

3. UD Maju Plaza 8. CV Nasio

4. CV Elide Sukses Gemilang 9. CV SinomRahayu
5. CV Dipenogoro 10. CV Bertuah

b. Setelah dilakukan pengumuman lelang dan sebelum dimulainya tahap
berikutnya tanggal 14 Agustus 2012 panitia pengadaan dengan
sepengetahuan Terdakwa, telah merubah metode pelelangan dari metode
pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung dengan tanpa
alasan yang jelas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Addendum
Dokumen Pengadaan Nomor 602.1/01/ADP/RPJJ-PU/APBD/2012 tanggal
14 Agustus 2012. Bahwa pengadaan dengan menggunakan metoda
pemilihan langsung hanya dapat dilakukan untuk pengadaan pekerjaan
dengan nilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), akan
tetapi jenis pekerjaan ini senilai Rp891.473.000,00 (delapan ratus
sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah),
sehingga seharusnya tidak diperbolehkan menggunakan metode pemilihan
langsung;

c. Bahwa meskipun panitia telah menentukan metode pemilihan langsung,
panitia pengadaan tetap melakukan proses pelelangan dengan
mekanisme pelelangan umum vyaitu dengan menggunakan Metode
Evaluasi yang digunakan adalah sistem gugur, sebagaimana jenis

pelelangan umum biasanya. Adapun yang menjadi alasan karena dari 10
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Perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, hanya tiga
perusahaan yang memasukkan (mengunggah) dokumen penawaran dan
dokumen kualifikasi, yaitu:

1.CV Maju Citra Utama dengan harga penawaran sebesar
Rp1.099.912.000,00;

2. UD Maju Plazadengan harga penawaran sebesar Rp1.101.800.000,00;

3. CV Elide Sukses Gemilang dengan harga penawaran sebesar
Rp1.111.375.000,00

d. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, panitia pengadaan barang/jasa
Dinas PU Kota Tanjungbalai membuat Berita Acara Hasil Pelelangan
No. 602.1/01/BAHP/RPJJ-PU/APBD/2012 yang menetapkan bahwa CV
Maju Citra Utama memenuhi syarat/lulus evaluasi administrasi, evaluasi
teknis, evaluasi harga, dan evaluasi kualifikasi dengan nilai penawaran
Rp1.099.912.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan
ratus dua belas ribu rupiah);

e. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012, Panitia pengadaan barang/jasa
Dinas PU Kota Tanjungbalai menerbitkan Surat Keputusan No. 602.1/
003/PP/RPJJ-PU/APBD/2012 tentang penetapan pemenang program
rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan kegiatan rehabilitasi/
pemeliharaan jalan sub kegiatan peningkatan jalan dengan kon struksi
hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang)
Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai yang menetapkan
CV Maju Citra Utama sebagai pemenang lelang dengan harga
penawaran Rp1.099.912.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan
juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);

f. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012, Panitia pengadaan barang/jasa
Dinas PU Kota Tanjungbalai menandatangani Surat Pengumuman
Pemenang Lelang No. 602.1/01/PPL/RPJJ-PU/APBD/2012 yang
mengumumkan CV Maju Citra Utama sebagai pemenang atas pekerjaan
Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan
Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dengan harga penawaran
terkoreksi Rp1.099.912.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan
juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);

g. Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2012 Surat Perjanjian
Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 ditandatangani
antara Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. Selaku Pengguna Anggaran
(PA) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
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dengan Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama (Penyedia
Pekerjaan Konstruksi), dan Terdakwa juga menandatangani dan
menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 050/003/SPMK/
APBD/2012 yang memerintahkan kepada CV Maju Citra Utama untuk
melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan
konstruksi Hotmix pada Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk
Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dengan
nilai kontrak sebesar Rp1.099.912.000,00 (satu milyar sembilan puluh
sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dengan jangka
waktu pelaksanaan selama 90 hari sejak tanggal 12 September 2012
sampai dengan 10 Desember 2012;

- Bahwaselain pengadaan pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan
Konstruksi Hotmix pada Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk
Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, Terdakwa
juga melakukan pelelangan Jasa Konsultan yang dimenangkan oleh H.
Robby J. Mawardi BE An. Dir. CV Lae Consultant, untuk menyediakan Jasa
Konsultasi Pekerjaan Konstruksi program pemeliharaan lapis permukaan
dengan konstruksi Hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk
Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai yang
bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA.2012 dengan nilai Kontrak
sebesar Rp148.390.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus
sembilan puluh ribu rupiah) melalui hasil seleksi lelang secara terbuka yang
dilaksanakan panitia pengadaan, selanjutnya dituangkan dalam Surat
Perjanjian Pekerjaan No. 050/004/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 tanggal
15 Agustus 2012;

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. juga
mengangkat Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan melalui Surat
Keputusan (SK) Nomor 050/1155.C/2012 tentang Penetapan Panitia
Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Program/Kegiatan yang bersumber dari
Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum

Kota Tanjungbalai adalah:

No Nama Kedudukan Dalam Kepanitiaan
1. | Susanto, SE Ketua merangkap Anggota

2. | Agus Salimlubis, ST Sekretaris merangkap Anggota
3. | Ir. Ahmad Solihin, MM Anggota

4. | Syahrial, ST. M.Si Anggota
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5. | Erwin Sumbayak, ST Anggota

Tugas dan tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan antaralain:

e Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

¢ Menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; dan

¢ Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dengan CV Maju Citra Utama dan
penandatanganan kontrak dengan CV Lae Consultant selanjutnya dimulailah
pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada
Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan
Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dan pembayaran atas pekerjaan
yang dilakukan secara termyn;

- Bahwa atas pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi
Hotmix pada Jalan Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang)
Kec. Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai telah dilakukan pembayaran
dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Permintaan pembayaran termyn I:

e Tanggal 30 September 2012 Mhd. Jani selaku Inspector CV Lae
Consultant membuat Laporan Bulanan Bulan | (periode 12 September
2012 s.d. 30 September 2012) dengan progress fisik yang dicapai
9,389%;

e Tanggal 8 Oktober 2012 Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama
mengajukan permohonan pencairan termyn uang muka (30%) kepada
Terdakwa selaku PA Dinas PU Kota Tanjungbalai melalui surat Nomor
28/CV.MCU/X/2012;

e Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku
Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai/PA/PPK mengajukan Surat kepada
Walikota Tanjungbalai Nomor 900/05/RP JJ-PU/ APBD/2012 perihal
berita acara pembayaran termyn uang muka 30% sebagai permohonan
pembayaran termyn uang muka 30% atau sebesar Rp379.973.600,00
(tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluhtigaribu
enamratus rupiah);

e Tanggal 10 Oktober 2012, Nurlisna selaku bendahara Pengeluaran
menerbitkan:
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a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0084/PU/SPP-LS/2012
sebesar Rp299.976.000,00 sumber dana alokasi khusus (DAK);

b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0095/PU/SPP-LS/2012
sebesar Rp29.997.600,00 sumber Dana Alokasi Umum (DAU);

masing-masing diketahui/ditandatangani Suhardi, S.T. selaku Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

e Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan Surat Perintah
Membayar Langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali
selaku Direktur CV Maju Citra Utama yaitu:

- Nomor 0084/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp267.251.346,00 sumber
Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp32.724.654,00;

- Nomor 0085/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp26.725.134,00 sumber
Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp3.272.466,00;

e Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa juga membuat surat pernyataan
tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak
terhadap penerbitan SPM Nomor 0084/PU/SPM-LS/2012 dan SPM
Nomor 0085/PU/SPM-LS/2012 tersebut;

e Tanggal 11 Oktober 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara Umum
Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan
kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, yaitu:

- Nomor 0079/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp267.251.346,00 sumber
Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp32.724.654,00;

- Nomor 0080/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp26.725.134,00 sumber
Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp3.272.466,00;

2. Permintaan pembayaran termyn |I:

e Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, Terdakwa, pengawas lapangan
dan Direktur CV Maju Citra Utama, menandatangani Berita Acara
Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan No. 050/21.h/RPJJ/APBD/2012
dengan progress sebesar 33,50%;

e Tanggal 19 Oktober 2012 Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra
Utama mengajukan permohonan pencairan termyn 33,50% - retensi 5%
uang muka 30% kepada Terdakwa selaku PA Dinas PU Kota
Tanjungbalai melalui Surat Nomor 11/MCU-X/2012;
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e Pada tanggal yang sama, Terdakwa bersama-sama dengan Yusni Ali
selaku Direktur CV Maju Citra Utama menandatangani Berita Acara
Pembayaran Termyn No0.900/21.a.8/RPJJ/APBD/2012 dengan progress
fisik sebesar 33,50% dengan nilai Rp239.505.838,00 setelah dikurangi
Retensi 5% dan uang muka 30%;

e Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku
Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai merangkap PPK mengajukan Surat
kepada Walikota Tanjungbalai Nomor 900/1414.f/RPJJ-PU/APBD/2012
Perihal Berita Acara pembayaran Termyn 33,50% - retensi 5% - uang
muka 30% sebagai permohonan pembayaran Termyn uang muka
33,50% atau sebesar Rp239.505.838,00 (duaratus tiga puluh sembilan
juta lima ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);

e Tanggal 22 Oktober 2012 Nurlisna selaku bendahara Pengeluaran
menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP):

- Nomor 0115/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp217.732.580,00 sumber
DAK;

- Nomor 0116/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp21.773.258,00 sumber
DAU,

masing-masing diketahui/ditandatangani oleh Suhardi, S.T. selaku

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

e Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan Surat Perintah
membayar langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali
selaku Direktur CV Maju Citra Utama:

- Nomor 0115/PU/SPM-LS/2012 yang sebesar Rp193.979.935,00
sumber DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp23.752.645,00;

- Nomor 0116/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp19.397.994,00 sumber
DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp2.375.264,00;

- Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku
Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai dan Pejabat Pengguna
Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan SPM
Nomor 0115/PU/SPM-LS/2012 dan Nomor 0116/PU/SPM-LS/2012
tersebut;

e Tanggal 24 Oktober 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara umum
Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan
kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama:

- Nomor 0107/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp193.979.935,00 sumber
DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp23.752.645,00;
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- Nomor 00108/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp19.397.994,00 sumber
DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp2.375.264,00;
3. Permintaan pembayaran termyn Il :

e Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2012 Mhd. Jani selaku Inspector CV
Lae Consultant membuat laporan bulanan Bulan Il (periode 1 Oktober
2012 sampai dengan 4 Nopember 2012) dengan progress fisik yang
dicapai 28,423%. Laporan bulanan ini diperiksa oleh Suhardi, S.T.
selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan disetujui oleh
Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. Selaku Kepala Dinas PU Kota
Tanjungbalai, juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

e Pada tanggal 2 Desember 2012, Mhd Jani membuat Laporan Bulanan
Bulan Il (periode 5 November 2012 s.d. 2 Desember 2012) dengan
progress fisik yang dicapai 85,860%. Laporan bulanan ini juga diperiksa
oleh Suhardi, S.T. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan disetujui oleh Terdakwa selaku PPK;

e Kemudian padatanggal 7 Desember 2012, Panitia Pemeriksa/Penerima
Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/
Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 050/137.a/RPJJ-PU/APBD/2012
dengan kesimpulan bahwa Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan
melakukan pemeliharaan selama 6 bulan;

e Bahwa pada hari yang sama Terdakwa, PPTK, dan Pengawas
Lapangan bersama dengan Direktur CV Maju Citra Utama
menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor:
050/137.a/RPJJ-PU/APBD/2012 dengan progress sebesar 100%.
Laporan bulanan ini diperiksa oleh Suhardi, S.T. Selaku Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan disetujui oleh Terdakwa Ir. H.
Abdul Aziz, M.M. Selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai
merangkap PPK;

e Bahwa tanggal 7 Desember 2012 tersebut juga dilakukan serah terima
pekerjaan sementara (PHO) antara Ir. H. Abdul Aziz, M.M. Selaku
Kepala Dinas PU Tanjungbalai merangkap PPK dengan Yusni Ali
selaku Direktur dari CV Maju Citra Utama selaku Penyedia Konstruksi.
Serah terima pekerjaan sementara ini dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Nomor 050/137.a/RPJJ-PU/
APBD/2012. Dalam Berita acara tersebut PPK menyatakan bahwa
seluruh pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh CV Maju Citra
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Utama dan Perusahaan tersebut berkewajiban untuk memelihara
pekerjaan tersebut selama enam bulan terhitung sejak tanggal 7
Desember 2012 (sejak selesainya pekerjaan fisik 100%);

e Bahwa setelah dilakukan serah terima pekerjaan sementara (PHO)
antara Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. Selaku Kepala Dinas PU
Tanjungbalai merangkap PPK dengan Yusni Ali selaku Direkturdari CV
Maju Citra Utama selaku Penyedia Konstruksi. Serah terima pekerjaan,
pada tanggal 10 Desember 2012, Mhd. Jani selaku Inspector CV Lae
Consultant membuat Laporan Bulanan Bulan IV (periode 3 Desember
2012 s.d. 10 Desember 2012) dengan progress fisik yang dicapai
100%. Laporan bulanan ini diperiksa oleh Suhardi, S.T. Selaku Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan disetujui oleh Terdakwa selaku
PPK;

e Bahwa dalam laporan bulanan untuk periode 3 November 2012 s/d 10
Desember 2012 (laporan bulan 1V) yang dibuat oleh konsultan supervisi
(CV Lae Konsultan) kepada Terdakwa, tidak sesuai dengan kondisi
sebenarnya di lapangan, karena Laporan bulanan (bulan )
menyatakan bahwa bobot pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan
dengan konstruksi Hotmix pada Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas
ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota
Tanjungbalai tahun 2012 telah mencapai 100%, dan Edi Syahputra
selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi
hotmix di Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang)
Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, yang mengetahui
adanya ketidaksesuaian antara volume dan spesifikasi teknis menurut
kontrak dengan yang terpasang telah menyampaikan kekurangan
pekerjaan ini secara lisan kepada Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M.
selalu PPK;

e Selanjutnya Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. selaku PPK, Suhardi, S.T.
selaku PPTK serta Edi Syahputra selaku Staf Teknis/Pengawas
Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di Jalan Usman Husein
(Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan
Kota Tanjungbalai, yang keseluruhannya telah mengetahui adanya
ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan, yaitu pada saat
penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus (AC-WC)
yang ukuran atau volume bahan yang dihampartidak sesuai ketebalan
dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan
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tidak dilaksanakan oleh Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama
selaku Pelaksana Pekerjaan Program: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan
Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan
Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan
Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tetap menandatangani Berita
Acara pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor: 050/136.b/RPJJ/APBD/
2012 tanggal 7 Desember 2012 bobot pekerjaan telah dilaksanakan
100%;

e Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor
050/137.a/RP JJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012 ditandatangani
oleh Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, MM, permintaan pembayaran kepada
Pelaksana Pekerjaan tetap diajukan Terdakwa kepada Walikota
Tanjungbalai dengan surat Nomor 900/1816/RPJJ-PU/APBD/2012
Perihal Berita Acara Pembayaran Termyn 100% - 15,20% = 84,80% -
Retensi 5% - uang muka 30% sebagai permohonan pembayaran
Termyn 100% - 15,20% = 84,80% - Retensi 5% - uang muka 30% atau
sebesar Rp506.820.132;

e Pada tanggal 10 Desember 2012 Nurlisna Selaku Bendahara
menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP):

- Nomor 0290/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp432.215.420,00 sumber
DAK

- Nomor 0291/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp43.221.542,00 sumber
DAU

yang keduanya oleh Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) yang telah mengetahui adanya ketidaksesuaian

bentuk, jenis dan volume pekerjaan tetap memberikan Tandatangan

pada SPP dan diajukan kepada Nurlisna;

e Bahwa pada tanggal 10 Desember Terdakwa juga mengajukan Surat
Perintah membayar langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs.
Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, yaitu:

- Nomor 0290/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp385.064.647,00 sumber
dana alokasi khusus dipotong PPN dan PPh sebesar
Rp47.150.773,00 diikuti dengan penerbitan surat pernyataan
tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab

mutlak terhadap penerbitan SPM tersebut;
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B4

- Nomor 0291/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp43.221.542,00 sumber
dana alokasi umumdipotong PPN dan PPh sebesar Rp4.715.077,00
dan surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang
bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan SPM tersebut;

e Tanggal 11 Desember 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara Umum
Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan
kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama;

- Nomor 0270/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp385.064.647,00 sumber
DAK setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp47.150.773,00 dan

- Nomor 0271/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp38.506.465,00 sumber
DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp4.715.077,00;

e Bahwa sebelum menerima pembayaran 100%, Yusni Ali selaku Direktur
CV Maju Citra Utama mengajukan permohonan pencairan Termyn
Retensi 5% sebesar Rp54.995.600,00 kepada Terdakwa melalui surat
Nomor 15/MCU-XI1/2012 tanggal 10 Desember 2012 (termyn ke 1V);

4. Permintaan pembayaran termyn IV:

e Atas permintaan pembayaran tersebut, Nurlisna menerbitkan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0311/PU/SPP-LS/2012 sebesar
Rp49.996.000,00 sumber DAK dan Nomor 0312/PU/SPP-LS/2012
sebesar Rp4.999.600,00 sumber DAU dan diikuti pengajuan surat
Terdakwa kepada Walikota Tanjungbalai Nomor 900/1846.a/RP JJ-PU/
APBD/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Berita Acara
pembayaran Termyn Retensi 5% sebagai permohonan pembayaran
termyn Retensi 5% atau sebesar Rp54.995.600,00 (lima puluh empat
juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

e Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz,
M.M. mengajukan surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) yang
ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama,
dengan surat:

- Nomor 0311/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp44.541.891,00 sumber
DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp5.454.100,00 dan membuat
Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang
bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPMtersebut;

- Nomor 0311/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp4.454.189,00 sumber
DAU setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp545.411,00 dan
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membuat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang
bertanggungjawab mutlak terhadap penertiban SPM tersebut;

e Pada tanggal 13 Desember 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara
Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor
0300/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp44.541.891,00 sumber DAK
dipotong PPN dan PPh sebesar Rp5.454.109.00 dan Nomor 0301/PU/
SP2D-LS/2012 sebesar Rp4.454.189,00 sumber DAU dipotong PPN
dan PPh sebesar Rp545.411,00 yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali
selaku Direktur CV Maju Citra Utama,;

- Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Hotmix di Jalan Usman
Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai
Selatan Kota Tanjungbalai telah dilakukan pembayaran secara 100% dengan

rincian sebagai berikut:

Sum SPP SPM SP2D Jumlah Jumlah
No Uraian Dl::\ra Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal (Rp) PPN PPh dib);?{r;?kan
1 BA DAK  |0084/PU/SPP-  [10/10/2012  [0084/PU/S  [10/10/2012  [0079/PU/  [11/10/2012 299.976.000 | 27.270.545 | 5454.109 | 267.251.346
Pembayaran LS/2012 PM- SP2D-
Temyn uang LS/2012 LS/2012
muka 30% DAU  |0085/PU/SPP-  [10/10/2012  [0085/PU/S  [10/10/2012  [0080/PU/  [11/10/2012 29.997.600 | 2.727.055 545411 26.725.134
LS/2012 PM- SP2D-
LS/2012 LS/2012
Sub Jumlah 329.973.600 | 29.997.600 | 5.999.520 293.976.48
0
2 BA DAK  [0115/PU/SPP-  [22/10/2012  [0115/PUIS  [22/10/2012  [0107/PU/  |24/10/2012 217.732.580 | 19.793.871 3.958.774 193.979.935
Pembayaran LS/2012 PM- SP2D-
Temyn LS/2012 LS/2012
33,50% - DAU  |0116/PU/SPP-  [22/10/2012  [0116/PU/S  [22/10/2012  [3108/PU/  [24/10/2012 21.773.258 | 1.979.387 395.877 19.397.994
Retensi 5% - LS/2012 PM- SP2D-
uang muka LS/2012 LS/2012
30%.
Sub Jumlah 239.505.838 | 21.773.258 | 4.354.651 | 213.377.929
3 BA DAK  |0290/PU/SPP-  [10/12/2012  [0290/PUIS  [10/12/2012  [0270/PU/  [11/12/2012 432215420 | 39.292.311 | 7.858.462 | 385.064.647
Pembayaran LS/2012 PM- SP2D-
Temyn 100% LS/2012 LS/2012
- 33,50% = DAU  [0291/PU/SPP-  [10/12/2012  [0291/PUIS  [10/12/2012  [0271/PU/  [11/12/2012 43.221.542 | 3.929.231 785.846 38.506.465
66,50% - LS/2012 PM- SP2D-
Retensi 5% - LS/2012 1S/2012
uang muka
30%
Sub Jumlah 475436.962 | 43.221.542 | 8.644.308 | 423.571.112
4 BA DAK  |0311/PU/SPP-  [11/12/2012  [0311/PUIS  [11/12/2012  [d0300/PU/  [13/12/2012 49.996.000 | 4.545.091 909.018 44.541.891
Pembayaran LS/2012 PM- SP2D-
Temyn LS/2012 LS/2012
Retensi 5% DAU  |0312/PU/SPP-  [11/12/2012  [0312/PUIS  [11/12/2012  [0301/PU/  [13/12/2012 4.999.600 454.509 90.902 4.454.189
LS/2012 PM- SP2D-
LS/2012 LS/2012
Sub Jumlah 54.995.600 | 4.999.600 999.920 48.996.080
| Jumlah [ | [ | | 1.099.912.000 | 99.992.000 | 19.998.399 | 979.921.601

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Politeknik
Negeri Medan yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan tanggal 8 Mei
2012 ditandatangani oleh Ir. M. Koster Silaen, M.T. dan M. Ari Subhan
Harahap, S.T., M.T. terdapat kekurangan volume terpasang dalam

pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

DOKUMEN KONTRAK HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
: Harga Selisih
No. Mata Uraian Satuan Perklrgan Satuan Jumiah Harga Volume Harga
Pembayaran Kuantitas Ro Rp. Volume Rp
a b c d e F=(d)x(e) g H=(d)- I=(h)x(e)
(@)
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Divisi 4.

Pelebaran
Perkerasan
dan Bahu
Jalan

421 Lapis M3 135.00 | 553,90445 | 74,776,965.75 | 75.0000 [ 60.0000 | 33,234,207.00
Pondasi
Agregat
Kelas A

Divisi 5.
Perkerasan
Berbutir
5.1.1 Lapis M3 85.50 551,61966 | 47,163,480.93 | 73.8572 | 11.6429 | 6,422,424.9
Pondasi
Agregat
Kelas A

Divisi 6.

Perkerasan
Aspal

6.3 (5a) Laston lapis Ton 617.02 | 476,003.94 | 293,703,951.0 | 556.343 | 60.6761 | 28,882,040.74
Aus (AC-WC) 6 9
(gradasi

halus/ kasar)
6.3 (6a) Laston lapis Ton 99.18 | 475,833.06 | 47,193,122.89 | 76.0803 | 23.0907 | 10.990,314.31
antara (AC-
BC) (gradasi
halus/ kasar)

TOTAL [ 79,528,987.00

- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
diikuti pengajuan surat Terdakwa kepada Walikota Tanjungbalai, mengajukan
Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS), membuat dan menandatangani
Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran yang bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM, oleh
karena kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatannya Sebagai Kepala Dinas PU Tanjung Balai, sebagai Pengguna
Anggaran dan Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, padahal Terdakwa telah
mengetahui adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan,
yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus
(AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai
ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu
jalan tidak dilaksanakan oleh Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama,
seharusnya tidak melakukan pembayaran 100% tersebut, akan tetapi
Terdakwa tetap memproses dan membayar 100% sehingga akibat perbuatan
Terdakwa tersebut telah menguntungkan Drs. Yusni Ali;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. yang telah melakukan
pembayaran 100% padahal diketahuinya adanya ketidaksesuaian bentuk,
jenis dan volume pekerjaan ini, sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka
Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada

Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan
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B4

H. Adlin Siddin Dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai Pada Dinas
Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Nomor SR-131/PW02/5/2013 tanggal
9 Oktober 2013 dari BPKP Provinsi Sumatera Utara, telah merugikan
keuangan negara sebesar Rp. 191.423.637,12 (seratus sembilan puluh satu
juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah dua
belas sen) dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Jumlah Kontrak dibayar dan dipertanggung- Rp 1.099.912.000,00

jawabkan sesuai SP2D

b. PPN disetor dipungut/dipotong oleh Bendahara Rp 99.992.000,00

c. PPhdisetor dipungut/dipotong oleh Bendahara Rp 19.998.399,00

d. Jumlah Kontrak dibayar setelah PPN dan PPh Rp 979.921.601,00

(Lampiran 1)
e. Nilai volume fisik terpasang (Lampiran [) Rp 88.497.963,88
f. Kerugian Keuangan Negara Rp 191.423.637,12

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tanjung Balai tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan
Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah
dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP dan Kedua Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20
Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M.
dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dengan dikurangkan

lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap dalam tahanan;

Hal. 83 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00

(duaratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

- Menyatakan barang bukti berupa:

1. Dokumen Pembayaran uang muka (30 %) Dana Alokasi Khusus untuk
kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix JI.
Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor
0084/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp299.976.000,00 (dua ratus
sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0084/
PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jalan sebesar Rp299.976.000,00 (dua ratus sembilan
puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enamribu rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0084/PU/
SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV
Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0084/PU/
SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran
Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0084/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.,

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 1535/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober
2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar
Rp32.724.654,00 (tiga puluh duajutatujuh ratus dua puluh empatribu
enamratus lima puluh empatrupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 0084/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012
TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama)
sebesar Rp299.976.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta
sembilan ratus tujuh puluh enamribu rupiah);
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2. Pembayaran uang muka (30 %) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk
kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix
Jalan Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor
0085/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp29.997.600,00 (dua puluh
sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus
rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0085/
PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jalan sebesar Rp29.997.600,00 (dua puluh sembilan juta
sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang
dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0085/PU/
SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV
Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0085/
PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran
Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0085/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 1536/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober
2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar
Rp3.272.466,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus
enam puluh enamrupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0085/PU/
SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum
Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama kepada
sebesar Rp26.725.134,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh

lima seratus tiga puluh empatrupiah);
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3. Dokumen Pembayaran Permyn (33,50 %) Dana Alokasi Khusus untuk
kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix JI.

Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:

1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor
0115/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.217.732.580,00 (dua ratus tujuh
belas juta tujuh ratus tiga puluh dualimaratus delapan puluh rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0115/
PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp217.732.580,00 (dua ratus tujuh belas juta
tujuh ratus tiga puluh dualimaratus delapan puluh rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0115/PU/SPP-
LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju
Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0115/PU/SPP-
LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas
Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0115/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 1617/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober
2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar
Rp23.752.645,00 (dua puluhtigajuta tujuh ratus lima puluh dua enam
ratus empat puluh lima rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 0107/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012
TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama)
sebesar Rp.193.979.935 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan
ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

4. Dokumen Pembayaran Termyn (33,50 %) Dana Alokasi Umum

Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan

Konstruksi Hotmix JI. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan

berupa:
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- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor
0116/PU/SPM-LS/2012 tanggal 22 Oktober 2012 sebesar
Rp21.773.258,00 (dua puluh satu jutatujuh ratus tujuh puluhtiga dua
ratus lima puluh delapan rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0116/
PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp21.773.258,00 (dua puluh satu juta tujuh
ratus tujuh puluh tiga dua ratus lima puluh delapan rupiah) yang
dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0116/PU/SPP-
LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju
Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0116/
PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran
Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0116/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 1618/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober
2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar
Rp2.375.264.00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima dua ratus enam
puluh empatrupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0108/
PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 dari Bendahara
Umum Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama
kepada sebesar Rp19.397.994,00 (sembilan belas juta tiga ratus
sembilan puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh empatrupiah);

5. Dokumen Pembayaran Termyn (66,50 %) Dana Alokasi Khusus untuk
kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix JI.
Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna

anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
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Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor
0290/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp432.215.420,00 (empat ratus tiga
puluh dua juta dua ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh
rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0290/
PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp432.215.420,00 (empat ratus tiga puluh
duajuta dua ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0290/PU/SPP -
LS/2012 tgl 10 Desember 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju
Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0290/PU/SPP-
LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas
Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0290/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 2081/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11
Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran
pajak sebesar Rp47.150.773,00 (empat puluh tujuh juta seratus lima
puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 0270/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Desember 2012
TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama)
sebesar Rp385.064.647,00 (tiga ratus delapan puluhlimaenam puluh
empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);

6. Dokumen Pembayaran Termyn (66,50 %) Dana Alokasi Umum
Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan
Konstruksi Hotmix JI. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan
berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember

2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor
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0291/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp43.221.542,00 (empat puluh tiga
juta duaratus dua puluh satu ribu limaratus empat puluh dua rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0291/
PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp43.221.542,00 (empat puluh tiga juta dua
ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang
dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0291/PU/
SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV
Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0291/
PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran
Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0291/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum  Daerah Nomor  2082/DPPKA/SP2D-NON/2012 gl
11 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran
pajak sebesar Rp4.715.077,00 (empat juta tujuh ratus lima belas ribu
tujuh puluh tujuh rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0271/PU/
SP2D-LS/2012tgl 11 Desember 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum
Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama kepada
sebesar Rp38.506.465,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus enam
ribu empat ratus enam puluh limarupiah);

7. Dokumen Pembayaran Termyn Retensi (5%) Dana Alokasi Khusus
untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi
Hotmix JI. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 11 Desember
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor
0311/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp49.996.000,00 (empat puluh
sembilan juta sembilan ratus sembilan pulluh enamribu rupiah);
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1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0311/
PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp49.996.000,00 (empat puluh sembilan juta
sembilan ratus sembilan puluh enamribu rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0311/PU/SPP-
LS/2012 tgl 11 Desember 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju
Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0311/PU/SPP-
LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas
Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0311/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 yang ditanda tangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum  Daerah Nomor  2141/DPPKA/SP2D-NON/2012  tgl
13 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran
pajak sebesar Rp5.454.109,00 (lima juta empat ratus lima puluh
empat ribu seratus sembilan rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 0300/PU/SP2D-LS/2012 tgl 13 Desember 2012
TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama)
sebesar Rp44.541.891,00 (empat puluh empat juta lima ratus empat
puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah)empat puluh
duarupiah);

- 1 (satu) buah dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan dengan Nomor
050/003/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012, Tanggal 12 September 2012
rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi
Hotmix di JI. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota
Tanjung Balai;

8. 3 (tiga) lembar bon pengantar warna biru dengan nama perusahaan PT
Sumber Rezeki Alam tertanggal 21 September 2012;

9. 12 (dua belas) lembar bon pengantar warna merah dengan nama
perusahaan PT Merahe Inti Alam Perkasa tertanggal 24 September
2012;

10. 5 (lima) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan
CV Aek Barokah tertanggal 24 September 2012;

Hal. 90 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 7 (tujuh)lembar bon pengantarwarna merah dengan nama perusahaan
CV Aek Barokah tertanggal 27 September 2012;

12. 10 (sepuluh) lembar bon pengantar warna merah dari PT Adhi Karya
tertanggal 1 Desember 2012;

13. 2 (dua) lembar bon pengantar warna merah dari PT Adhi Karya
tertanggal 1 Desember 2012;

14. 6 (enam) lembar bon pengantar warna merah dari PT Bina Agung
Bersama tertanggal 8 Desember 2012;

BB ADLIN SIDDIN :

15. Dokumen Pembayaran uang muka (30 %) Dana Alokasi Khusus untuk
kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix JI.
Adlin Siddin dan JI. Abdulrahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai
yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS
Nomor 0094/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.250.768.636,00 (dua
ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan enam ribu
enamratus tiga puluh enam rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0094/
PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp250.768.636,00 (dua ratus lima puluh
juta tujuh ratus enam puluh delapan enam ribu enamratus tiga puluh
enamrupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0094/PU/
SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV
Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0094/PU/
SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran
Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0094/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 1537/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober
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2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar
Rp27.356.579.00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam
ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 0081/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012
TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama)
sebesar Rp223.412.057,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat
ratus dua belas ribu lima puluh tujuh rupiah);

16. Dokumen Pembayaran uang muka (30 %) Dana Alokasi Umum
Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan
Konstruksi Hotmix Jl. Adlin Siddin dan JI. Abdul Rahman Kec. Datuk
Bandar Kota Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor
0095/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp25.076.864,00 (dua puluh lima
juta tujuh puluh enamribu delapan ratus enam puluh empatrupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0095/
PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp25.076.864,00 (dua puluh limajutatujuh
puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) yang
dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0095/PU/
SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV
Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0095/
PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran
Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0095/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 1538/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober
2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar

Hal. 92 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.735.658.00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus
lima puluh delapan rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0082/PU/
SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum
Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama kepada
sebesar Rp22.341.206,00 (dua puluh dua jutatigaratus empat puluh
satu ribu duaratus enam rupiah);

17. Dokumen Pembayaran Permyn (33,50 %) Dana Alokasi Khusus untuk
kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix JI.
Adlin Siddin dan JI. Abdulrahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai
berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS
Nomor 0105/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp82.586.471,00 (delapan
puluh duajutalima ratus delapan puluh enamribu empatratus tujuh
puluh satu rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0105/
PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp82.586.471,00 (delapan puluh dua juta
lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu
rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0105/PU/
SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV
Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0105/PU/
SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran
Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0105/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 1604/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober
2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar
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Rp9.009.433,00 (sembilan juta sembilan ribu empat ratus tiga puluh
tiga rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 0097/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012
TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama)
sebesar Rp73.577.038,00 (tujuh puluh tiga jutalima ratus tujuh puluh
tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah);

18. Dokumen Pembayaran Perrmyn (15,20 %) Dana Alokasi Umum
Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan
Konstruksi Hotmix JI. Adlin Siddin dan JI Abdulrahman Kec. Datuk
Bandar Kota Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor
0106/PU/SPM-LS/2012 tanggal 22 Oktober 2012 sebesar
Rp8.258.647,00 (delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu
enamratus empat puluh tujuh rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0106/
PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp8.258.647,00 (delapan juta dua ratus
lima puluh delapan ribu enamratus empat puluh tujuhrupiah) yang
dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0106/PU/
SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV
Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0106/
PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran
Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0106/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 1606/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober
2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar
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Rp900.943,00 (sembilan ratus ribu sembilan ratus empat puluh tiga
rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0098/PU/
SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum
Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama kepada
sebesar Rp7.357.704,00 (Tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu
tujuh ratus empat rupiah);

19. Dokumen Pembayaran Permyn (84,80 %) Dana Alokasi Khusus untuk
kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix JI.
Adlin Siddin dan JI. Abdul Rahman Kec.Datuk Bandar Kota Tanjungbalai
yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS
Nomor 0294/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp460.745.575,00 (empat
ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus
tujuh puluh lima rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0294/
PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp460.745.575,00 (empat ratus enam
puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh
lima rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0294/PU/
SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 20120leh Drs. Yusni Ali Direktur CV
Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0294/PU/
SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran
Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0294/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 2086/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11
Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran
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pajak sebesar Rp50.263.153,00 (lima puluh juta dua ratus enam
puluh tigaribu seratus lima puluh tiga rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 0275/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Desember
2012 TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama)
sebesar Rp410.482.422,00 (empat ratus sepuluh juta empat ratus
delapan puluh duaribu empatratus dua puluh dua rupiah);

20. Dokumen Pembayaran Termyn (84,80 %) Dana Alokasi Umum
Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan
Konstruksi Hotmix JI. Adlin Siddin dan JI. Abdulrahman Kec. Datuk
Bandar Kota Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor
0295/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp46.074.557,00 (empat puluh
enamjuta tujuh puluh empatribu limaratus lima puluh tujuh rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0295/
PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp46.074.557,00 (empat puluh enam juta
tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yang
dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0295/PU/
SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV
Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0295/
PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran
Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0295/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 2087/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11
Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran
pajak sebesar Rp5.026.315,00 (lima juta dua puluh enam ribu tiga

ratus lima belas rupiah);
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- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0276/PU/
SP2D-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 dari Bendahara
Umum Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama
kepada sebesar Rp41.048.242,00 (empat puluh satu juta empat
puluh delapan ribu duaratus empat puluh dua rupiah);

21. Dokumen Pembayaran Termyn Retensi (5%) Dana Alokasi Khusus
untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi
Hotmix JI. Adlin Siddin dan JI. Abdulrahman Kec. Datuk Bandar Kota
Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 11 Desember
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS
Nomor 0315/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp41.794.773,00 (empat
puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus
tujuh puluh tiga rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0315/
PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp41.794.773,00 (empat puluh satu juta
tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga
rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0315/PU/
SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV
Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0315/PU/
SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran
Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0315/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah  Nomor 2137/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl
13 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran
pajak sebesar Rp4.559.430,00 (empat juta lima ratus lima puluh
sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
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- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 0296/PU/SP2D-LS/2012 tgl 13 Desember
2012 TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama)
sebesar Rp37.235.343,00 (tiga puluh tujuh juta dua tiga puluh lima
ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);

22. Dokumen Pembayaran Termyn Retensi (5%) Dana Alokasi Umum
Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan
Konstruksi Hotmix JI. Adlin Siddin dan Jl. Abdulrahman Kec. Datuk
Bandar Kota Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:

1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna

anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan

Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 11 Desember

2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor

0316/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp4.179.477,00 (empat juta seratus

tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0316/
PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp4.179.477,00 (empat juta seratus tujuh
puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang
dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0316/PU/
SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV
Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0316/
PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Bendahara
Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0316/PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 2138/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 13
Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran
pajak sebesar Rp455.942,00 (empat ratus lima puluh lima ribu
sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0297/PU/

SP2D-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 dari Bendahara
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Umum Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama
kepada sebesar Rp3.723.535,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga
ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

- 1 (satu) buah dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan dengan Nomor
050/002/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012, Tanggal 12 September 2012
rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi
Hotmix di Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurahman Kec. Datuk
Bandar Kota Tanjung Balai;

23. 6 (enam) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan
CV Aek Barokah tertanggal 24 September 2012;

24, 3 (tiga) lembar bon pengantar warna kuning dengan nama perusahaan
PT Bina Agung Bersama tertanggal 29 September 2012;

25. 3 (tiga) lembar bon pengantar warna kuning dengan nama perusahaan
PT Bina Agung Bersama tertanggal 29 September 2012;

26. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor 050/
03.B/K/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penetapan Pengguna
Anggaran Kota Tanjung Balai pada satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai TA. 2012;

27. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor 820/
36/K/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai;

28. Satu lembar surat pernyataan Pelantikan Nomor 800/253/BKD/2013
tanggal 22 Maret 2013;

29. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Tanjung Balai Nomor 050/520.a tentang Penetapan Panitia/
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang bersumber
dari Dana APBD TA. 2012 tanggal 12 April 2012 serta Lampiran Surat
Keputusan;

30. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang menyatakan Sufri Eka Dharma,
S.T. Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
tanggal 22 Februari 2012;

31. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas
Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/350.a/K/2012 tentang
Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK, Staf Teknis, Staf
Keuangan dan Staf Administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
Kota Tanjung TA. 2012 tanggal 16 Maret 2012;
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32. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas
Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/628.b/K/2012 tentang
Perubahan atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan
Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/350.a/K/2012 tanggal 16 Maret
2012;

33. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas
Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/389.a/K/2012 tentang
Perubahan kedua atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan
Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/350.a/K/2012 tanggal 16 Maret
2012;

34. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor 900/
34.a/K/2012 tentang Penunjukkan dan penetapan Bendahara Umum
Daerah (BUD) dalam rangka pelaksana Anggaran Pendapat dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Tanjung Balai TA. 2012 tanggal 28 Pebruari 2012;

35. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Tanjung Balai Nomor 050/115.c tentang Penetapan panitia
pemeriksa/penerima hasil pekerjaan program/kegiatan yang bersumber
dari dan APBD TA. 2012 tanggal 16 Agustus 2012;

36. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Tanjung Balai Nomor 050/115.c tentang Penetapan panitia
pemeriksa/penerima hasil pekerjaan program/ kegiatan yang bersumber
dari dan APBD TA. 2012 tanggal 16 Agustus 2012;

37. 1 (satu) eksemplar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan Hambatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota
Tanjung Balai TA. 2012;

38. 1 (satu) eksemplar Laporan Bulanan Bulan | (periode : 12 September
2012 — 30 September 2012) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan;

39. 1 (satu) Eksemplar Laporan Bulanan Bulan Il (Periode : 1 Oktober 2012
— 4 Nopember 2012) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan;

40. 1 (satu) Eksemplar Laporan Bulanan Bulan Ill (Periode : 5 Nopember
2012 - 10 Desember 2012) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti

dalam berkas perkara Terdakwa Drs. Yusni Ali;
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- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan No. 12/Pid.Sus.K/2014/ PN.Mdn tanggal 19 Juni 2014 yang amar
lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. tersebut di atas tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang
didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kedua Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kedua
Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. tersebut telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta
melakukan tindak pidana Korupsi”;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3
(tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana
kurungan selama 1(satu) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Dokumen Pembayaran uang muka (30 %) Dana Alokasi Khusus untuk
kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl.
Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna

anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor
0084/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp299.976.000,00 (dua ratus
sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0084/

PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jalan sebesar Rp299.976.000,00 (dua ratus sembilan

puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enamribu rupiah);
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- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0084/PU/
SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV
Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0084/PU/
SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran
Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0084/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.,

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 1535/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober
2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar
Rp32.724.654,00 (tiga puluh duajutatujuh ratus dua puluh empatribu
enamratus lima puluh empatrupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 0084/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012
TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama)
sebesar Rp299.976.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta
sembilan ratus tujuh puluh enamribu rupiah);

2. Pembayaran uang muka (30 %) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk
kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix
Jalan Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor
0085/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp29.997.600,00 (dua puluh
sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus
rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0085/
PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jalan sebesar Rp29.997.600,00 (dua puluh sembilan juta
sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang

dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
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1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0085/PU/
SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV
Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0085/
PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran
Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0085/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 1536/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober
2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar
Rp3.272.466,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus
enam puluh enam rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0085/PU/
SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum
Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama kepada
sebesar Rp26.725.134,00 (dua puluh enamjuta tujuh ratus dua puluh
lima seratus tiga puluh empatrupiah);

3. Dokumen Pembayaran Permyn (33,50 %) Dana Alokasi Khusus untuk
kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix JI.
Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor
0115/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.217.732.580,00 (dua ratus tujuh
belas juta tujuh ratus tiga puluh dua limaratus delapan puluh rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0115/
PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp217.732.580,00 (dua ratus tujuh belas juta
tujuh ratus tiga puluh dualimaratus delapan puluh rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0115/PU/SPP-

LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju

Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
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- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0115/PU/SPP-
LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas
Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0115/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 1617/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober
2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar
Rp23.752.645,00 (dua puluhtigajuta tujuh ratus lima puluh dua enam
ratus empat puluh lima rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 0107/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012
TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama)
sebesar Rp.193.979.935 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan
ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

4. Dokumen Pembayaran Termyn (33,50 %) Dana Alokasi Umum

Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan

Konstruksi Hotmix JI. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan

berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor
0116/PU/SPM-LS/2012 tanggal 22 Oktober 2012 sebesar
Rp21.773.258,00 (dua puluh satu jutatujuh ratus tujuh puluhtiga dua
ratus lima puluh delapan rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0116/
PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp21.773.258,00 (dua puluh satu juta tujuh
ratus tujuh puluh tiga dua ratus lima puluh delapan rupiah) yang
dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0116/PU/SPP-
LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju
Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
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1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0116/
PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran
Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0116/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 1618/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober
2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar
Rp2.375.264.00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima dua ratus enam
puluh empatrupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0108/
PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 dari Bendahara
Umum Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama
kepada sebesar Rp19.397.994,00 (sembilan belas juta tiga ratus
sembilan puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh empatrupiah);

5. Dokumen Pembayaran Termyn (66,50 %) Dana Alokasi Khusus untuk
kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix JI.
Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor
0290/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp432.215.420,00 (empat ratus tiga
puluh dua juta dua ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh
rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0290/
PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp432.215.420,00 (empat ratus tiga puluh
duajuta dua ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0290/PU/SPP -
LS/2012 tgl 10 Desember 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju
Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0290/PU/SPP -

LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna
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kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas
Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0290/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 2081/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11
Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran
pajak sebesar Rp47.150.773,00 (empat puluh tujuh juta seratus lima
puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 0270/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Desember 2012
TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama)
sebesar Rp385.064.647,00 (tiga ratus delapan puluhlimaenam puluh
empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);

6. Dokumen Pembayaran Termyn (66,50 %) Dana Alokasi Umum
Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan
Konstruksi Hotmix JI. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan
berupa:

1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna

anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan

Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember

2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor

0291/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp43.221.542,00 (empat puluh tiga

juta duaratus dua puluh satu ribu limaratus empat puluh dua rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0291/
PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp43.221.542,00 (empat puluh tiga juta dua
ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang
dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0291/PU/
SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV
Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0291/

PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran

Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
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- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0291/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum  Daerah  Nomor 2082/DPPKA/SP2D-NON/2012 gl
11 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran
pajak sebesar Rp4.715.077,00 (empat juta tujuh ratus lima belas ribu
tujuh puluh tujuh rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0271/PU/
SP2D-LS/2012tgl 11 Desember 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum
Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama kepada
sebesar Rp38.506.465,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus enam
ribu empat ratus enam puluh limarupiah);

7. Dokumen Pembayaran Termyn Retensi (5%) Dana Alokasi Khusus
untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi

Hotmix JI. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:

1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna

anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan

Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 11 Desember

2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor

0311/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp49.996.000,00 (empat puluh

sembilan juta sembilan ratus sembilan pulluh enam ribu rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0311/
PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp49.996.000,00 (empat puluh sembilan juta
sembilan ratus sembilan puluh enamribu rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0311/PU/SPP-
LS/2012 tgl 11 Desember 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju
Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0311/PU/SPP-
LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas
Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor

0311/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 yang ditanda tangani

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M;
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- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum  Daerah  Nomor 2141/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl
13 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran
pajak sebesar Rp5.454.109,00 (lima juta empat ratus lima puluh
empat ribu seratus sembilan rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 0300/PU/SP2D-LS/2012 tgl 13 Desember 2012
TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama)
sebesar Rp44.541.891,00 (empat puluh empat juta lima ratus empat
puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah)empat puluh
duarupiah);

- 1 (satu) buah dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan dengan Nomor
050/003/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012, Tanggal 12 September 2012
rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi
Hotmix di JI. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota
Tanjung Balai;

8. 3 (tiga) lembar bon pengantar warna biru dengan nama perusahaan PT
Sumber Rezeki Alam tertanggal 21 September 2012;

9. 12 (dua belas) lembar bon pengantar warna merah dengan nama
perusahaan PT Merahe Inti Alam Perkasa tertanggal 24 September
2012;

10. 5 (lima) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan
CV Aek Barokah tertanggal 24 September 2012;

11. 7 (tujuh)lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan
CV Aek Barokah tertanggal 27 September 2012;

12. 10 (sepuluh) lembar bon pengantar warna merah dari PT Adhi Karya
tertanggal 1 Desember 2012;

13. 2 (dua) lembar bon pengantar warna merah dari PT Adhi Karya
tertanggal 1 Desember 2012;

14. 6 (enam) lembar bon pengantar warna merah dari PT Bina Agung
Bersama tertanggal 8 Desember 2012;

BB ADLIN SIDDIN :

15. Dokumen Pembayaran uang muka (30 %) Dana Alokasi Khusus untuk
kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix JI.
Adlin Siddin dan JI. Abdulrahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai
yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:
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- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS
Nomor 0094/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.250.768.636,00 (dua
ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan enam ribu
enamratus tiga puluh enamrupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0094/
PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp250.768.636,00 (dua ratus lima puluh
juta tujuh ratus enam puluh delapan enamribu enamratus tiga puluh
enamrupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0094/PU/
SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV
Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0094/PU/
SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran
Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0094/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 1537/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober
2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar
Rp27.356.579.00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam
ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 0081/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012
TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama)
sebesar Rp223.412.057,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat
ratus dua belas ribu lima puluh tujuh rupiah);

16. Dokumen Pembayaran uang muka (30 %) Dana Alokasi Umum
Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan
Konstruksi Hotmix JI. Adlin Siddin dan JI. Abdul Rahman Kec. Datuk
Bandar Kota Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:
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- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor
0095/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp25.076.864,00 (dua puluh lima
juta tujuh puluh enamribu delapan ratus enam puluh empatrupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0095/
PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp25.076.864,00 (dua puluh lima jutatujuh
puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) yang
dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0095/PU/
SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV
Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0095/
PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran
Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0095/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 1538/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober
2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar
Rp2.735.658.00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus
lima puluh delapan rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0082/PU/
SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum
Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama kepada
sebesar Rp22.341.206,00 (dua puluh duajutatigaratus empat puluh
satu ribu duaratus enam rupiah);

17. Dokumen Pembayaran Permyn (33,50 %) Dana Alokasi Khusus untuk
kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl.
Adlin Siddin dan JI. Abdulrahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai
berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna

anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
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Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS
Nomor 0105/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp82.586.471,00 (delapan
puluh duajutalima ratus delapan puluh enamribu empatratus tujuh
puluh satu rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0105/
PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp82.586.471,00 (delapan puluh dua juta
lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu
rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0105/PU/
SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV
Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0105/PU/
SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran
Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0105/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 1604/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober
2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar
Rp9.009.433,00 (sembilan juta sembilan ribu empat ratus tiga puluh
tiga rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 0097/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012
TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama)
sebesar Rp73.577.038,00 (tujuh puluh tiga jutalima ratus tujuh puluh
tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah);

18. Dokumen Pembayaran Perrmyn (15,20 %) Dana Alokasi Umum
Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan
Konstruksi Hotmix Jl. Adlin Siddin dan JI Abdulrahman Kec. Datuk
Bandar Kota Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan

Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober
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2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor
0106/PU/SPM-LS/2012 tanggal 22 Oktober 2012 sebesar
Rp8.258.647,00 (delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu
enamratus empat puluh tujuh rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0106/
PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp8.258.647,00 (delapan juta dua ratus
lima puluh delapan ribu enamratus empat puluh tujuh rupiah) yang
dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0106/PU/
SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV
Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0106/
PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran
Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0106/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 1606/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober
2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar
Rp900.943,00 (sembilan ratus ribu sembilan ratus empat puluh tiga
rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0098/PU/
SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum
Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama kepada
sebesar Rp7.357.704,00 (Tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu
tujuh ratus empat rupiah);

19. Dokumen Pembayaran Permyn (84,80 %) Dana Alokasi Khusus untuk
kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix JI.
Adlin Siddin dan JI. Abdul Rahman Kec.Datuk Bandar Kota Tanjungbalai
yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember

2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS
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Nomor 0294/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp460.745.575,00 (empat
ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus
tujuh puluh lima rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0294/
PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp460.745.575,00 (empat ratus enam
puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh
lima rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0294/PU/
SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 20120leh Drs. Yusni Ali Direktur CV
Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0294/PU/
SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran
Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0294/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 2086/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11
Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran
pajak sebesar Rp50.263.153,00 (lima puluh juta dua ratus enam
puluh tigaribu seratus lima puluhtigarupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 0275/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Desember
2012 TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama)
sebesar Rp410.482.422,00 (empat ratus sepuluh juta empat ratus
delapan puluh dua ribu empatratus dua puluh dua rupiah);

20. Dokumen Pembayaran Termyn (84,80 %) Dana Alokasi Umum
Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan
Konstruksi Hotmix Jl. Adlin Siddin dan JI. Abdulrahman Kec. Datuk
Bandar Kota Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor
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0295/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp46.074.557,00 (empat puluh
enamjuta tujuh puluh empatribu limaratus lima puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0295/
PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp46.074.557,00 (empat puluh enam juta
tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yang

dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0295/PU/
SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV
Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0295/
PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran
Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0295/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 2087/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11
Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran
pajak sebesar Rp5.026.315,00 (lima juta dua puluh enam ribu tiga
ratus lima belas rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0276/PU/
SP2D-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 dari Bendahara
Umum Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama
kepada sebesar Rp41.048.242,00 (empat puluh satu juta empat
puluh delapanribu duaratus empat puluh duarupiah);

21. Dokumen Pembayaran Termyn Retensi (5%) Dana Alokasi Khusus

untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi

Hotmix JI. Adlin Siddin dan Jl. Abdulrahman Kec. Datuk Bandar Kota

Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 11 Desember
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS
Nomor 0315/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp41.794.773,00 (empat
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puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus
tujuh puluh tiga rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0315/
PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp41.794.773,00 (empat puluh satu juta
tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga
rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0315/PU/
SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV
Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0315/PU/
SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran
Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0315/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah  Nomor 2137/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl
13 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran
pajak sebesar Rp4.559.430,00 (empat juta lima ratus lima puluh
sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 0296/PU/SP2D-LS/2012 tgl 13 Desember
2012 TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama)
sebesar Rp37.235.343,00 (tiga puluh tujuh juta dua tiga puluh lima
ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);

22. Dokumen Pembayaran Termyn Retensi (5%) Dana Alokasi Umum
Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan
Konstruksi Hotmix JI. Adlin Siddin dan JI. Abdulrahman Kec. Datuk
Bandar Kota Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna
anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 11 Desember
2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor
0316/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp4.179.477,00 (empat juta seratus

tujuh puluh sembilan ribu empatratus tujuh puluh tujuh rupiah);
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- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0316/
PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi jalan sebesar Rp4.179.477,00 (empat juta seratus tujuh
puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang
dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0316/PU/
SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV
Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0316/
PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Bendahara
Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
0316/PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 yang ditandatangani
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara
Umum Daerah Nomor 2138/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 13
Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran
pajak sebesar Rp455.942,00 (empat ratus lima puluh lima ribu
sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0297/PU/
SP2D-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 dari Bendahara
Umum Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama
kepada sebesar Rp3.723.535,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga
ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

- 1 (satu) buah dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan dengan Nomor
050/002/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012, Tanggal 12 September 2012
rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi
Hotmix di Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurahman Kec. Datuk
Bandar Kota Tanjung Balai;

23. 6 (enam) lembar bon pengantarwarna merah dengan nama perusahaan

CV Aek Barokah tertanggal 24 September 2012;

24. 3 (tiga) lembar bon pengantar warna kuning dengan nama perusahaan

PT Bina Agung Bersama tertanggal 29 September 2012;

25. 3 (tiga) lembar bon pengantar warna kuning dengan nama perusahaan

PT Bina Agung Bersama tertanggal 29 September 2012;
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26. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor 050/
03.B/K/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penetapan Pengguna
Anggaran Kota Tanjung Balai pada satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai TA. 2012;

27. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor 820/
36/K/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai;

28. Satu lembar surat pernyataan Pelantikan Nomor 800/253/BKD/2013
tanggal 22 Maret 2013;

29. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Tanjung Balai Nomor 050/520.a tentang Penetapan Panitia/
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang bersumber
dari Dana APBD TA. 2012 tanggal 12 April 2012 serta Lampiran Surat
Keputusan;

30. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang menyatakan Sufri Eka Dharma,
S.T. Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
tanggal 22 Februari 2012;

31. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas
Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/350.a/K/2012 tentang
Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK, Staf Teknis, Staf
Keuangan dan Staf Administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
Kota Tanjung TA. 2012 tanggal 16 Maret 2012;

32. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas
Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/628.b/K/2012 tentang
Perubahan atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan
Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/350.a/K/2012 tanggal 16 Maret
2012;

33. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas
Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/389.a/K/2012 tentang
Perubahan kedua atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan
Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/350.a/K/2012 tanggal 16 Maret
2012;

34. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor 900/
34.a/K/2012 tentang Penunjukkan dan penetapan Bendahara Umum
Daerah (BUD) dalam rangka pelaksana Anggaran Pendapatdan Belanja
Daerah (APBD) Kota Tanjung Balai TA. 2012 tanggal 28 Pebruari 2012;
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35. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Tanjung Balai Nomor 050/115.c tentang Penetapan panitia
pemeriksa/penerima hasil pekerjaan program/kegiatan yang bersumber
dari dan APBD TA. 2012 tanggal 16 Agustus 2012;

36. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Tanjung Balai Nomor 050/115.c tentang Penetapan panitia
pemeriksa/penerima hasil pekerjaan program/ kegiatan yang bersumber
dari dan APBD TA. 2012 tanggal 16 Agustus 2012;

37. 1 (satu) eksemplar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan Hambatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota
Tanjung Balai TA. 2012;

38. 1 (satu) eksemplar Laporan Bulanan Bulan | (periode : 12 September
2012 — 30 September 2012) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan;

39. 1 (satu) Eksemplar Laporan Bulanan Bulan Il (Periode : 1 Oktober 2012
— 4 Nopember 2012) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan;

40. 1 (satu) Eksemplar Laporan Bulanan Bulan Ill (Periode : 5 Nopember
2012 — 10 Desember 2012) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti

dalam berkas perkara Terdakwa Drs. Yusni Ali;

8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Medan No. 38/Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn tanggal 27 Agustus 2014 yang
amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum
tersebut;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Juni 2014, Nomor 12/Pid.Sus.K/2014/
PN.Mdn;

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang di tingkatbanding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
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Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 54/Akta.Kasasi/
Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa
pada tanggal 19 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan
permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 September 2014 dari Jaksa/
Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada
tanggal 30 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Tanjungbalai Asahan pada tanggal 8 September 2014 dan Pemohon
Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal
19 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada
tanggal 30 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara menurutundang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis
Hakim yang di dalam putusannya menyatakan Pasal 2 Undang Undang Nomor
31 Tahun 1999 yang didakwakan di dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak
terbukti dikarenakan unsur melawan hukum tidak terbukti dengan alasan-alasan
sebagai berikut:

a. Melawan hukum berasal dari kata wederrechtelijk yang memang telah lazim
di bahasa Indonesiakan dengan melawan hukum. Selain itu digunakan juga
istilah tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) bertentangan dengan hak
orang lain (tegen eens anderrs recht) atau bertentangan dengan kepatutan
atau kesusilaan. Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi,
termasuk melawan hukum menurut Pasal 2 Undang Undang No. 31/1999
telah ditegaskan di dalam penjelasan umum maupun penjelasan mengenai
Pasal 2 UU No. 31/1999 bahwa melawan hukum dalam tindak pidana
korupsi mempunyai arti ganda, baik yang berarti melawan hukum materiil

maupun melawan hukum fomil.

Hal. 119 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwaunsursecara melawan hukum sangaterat dan dekat dengan sengaja
sebagaimana dijelaskan Prof. Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas
Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 1994, halaman 124
“seseorang di pidanajika ia sadar bahwa perbuatannya melawan hukum dan
dapat di pidana menurut Undang Undang, jadi ia tahu betul bahwa
perbuatannya itu melanggar Undang Undang.

c. Bahwa sengaja menurut memorie van toelichting, kesengajaan adalah
“menghendaki dan menginsyafi’ terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya
artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus
menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebutdan atau akibatnya” asas-
asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, karangan E.Y. Kanter,
S.H. dan S.R. Sianturi, S.H., Penerbit Storia Grafika, halaman 167, Tahun
2002;

d. Bahwa dengan sengaja menurut teori kesengajaan dari sudut terbentuknya
ada tiga tingkatan yaitu adanya perangsang, adanya kehendak, adanya
tindakan, dan dapat dirumuskan bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak
(keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh
pemenuhan nafsu, dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan
terhadap suatu tindakan. Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan
penerapannya, karangan E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Siaturi, S.H., Penerbit
Storia Grafika, halaman 167, Tahun 2002;

e. Kesadaran (awareness atau consciousness), keyakinan (belief), keinginan
(desire), kewaspadaan (deliberateness), ketidakjujuran (dishonesty),
perencanaan (foresight), kesembronoan (heedlessness) atau recklessness),
pengetahuan/hal yang diketahuinya (knowledge), niat (intent), maksud
(intention), kebencian (malice), kejahatan hati (wickedness), kesengajaan
(willfulness) semuanya merupakan sikap kalbu (state of mind) dimana
diantaranya sama pengertiannya di pandang dari kacamata hukum,
sekalipun demikian banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan
berbagai sikap kalbu manusia yang menjadi pelaku tindak pidana, namun
kesemuanya itu dalam hukum pidana hanya dibagi dalam 2 (dua) golongan
yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa. Dengan kata lain
mens rea atau sikap kalbu (state of mind) terdiri atas kesengajaan dan
kealpaan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi, karangan Prof. Dr. sutan Remi
Sjahdeni, S.H., Penerbit grafitipers, halaman 38, tahun 2006;
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f. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam membuktikan
unsur “secara melawan hukum”yang terdapat dalam Kesatu Primair Pasal 2
ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP dan Kedua Primair 2 ayat (10 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi
UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada halaman 260 telah keliru, dikarenakan
seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya harus membuktikan
apakah unsur melawan hukum tersebut terbukti atau tidak terbukti. Oleh
karena Majelis Hakim tidak dapat memberikan putusan terbukti atau tidak
terbuktinya unsur secara melawan hukum tersebut, maka kami
Jaksa/Penuntut Umum berpendapat pertimbangan Majelis Hakim mengada-
ada atau keliru sehingga Majelis Hakim telah salah menerapkan hukumyang
berdampak kepada pengambilan keputusan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut
Umum tidak dapat dibenarkan. Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum
tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Bahwa Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Terdakwa pada
tanggal 19 Juni 2014 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan
putusannya tanggal 27 Agustus 2014, menyatakan dakwaan | dan Il Subsidair
terbukti dengan sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1)
Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan
membebaskan Terdakwa dari dakwaan | dan Il Primair;

Bahwa Mahkamah Agung tidak sependapat dengan cara pembebasan
dakwaan | dan Il Primair tersebut, dimana Judex Facti menyatakan Terdakwa
tidak terbukti unsur ke-2 masing-masing yaitu unsur melawan hukum, dimana
Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai
Asahan berdasarkan SK No. 820/52/K/2009 tanggal 2 Maret 2009 diangkat
sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Tanjungbalai merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam
kegiatan peningkatan mutu jalan konstruksi hotmix Jl. Adlin Siddin yang
mempunyai kewenangan untuk menandatangani SPM, menandatangani kontrak

dan melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
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Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan
menurut hukum oleh karena perbuatan Terdakwa “menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan” adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpa harus
membedakan kedudukan dan jabatan seseorang pelaku tindak pidana korupsi
termasuk pada diri Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau bukan pegawai
negeri, baik penyelenggara negara atau pemerintahan maupun swasta
sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 Undang Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa dalam perkara a quo ternyata perbuatan Terdakwa selaku Kepala
Dinas PU merangkap sebagai KPA dan PPK telah melakukan pembayaran
100% kepada saksi Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama dengan cara
menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan tanggal 7
Desember 2012 dan Surat Perintah Membayar yang telah diketahuinya bahwa
bobot pekerjaan telah selesai dilaksanakan berdasarkan laporan kemajuan
pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100%, padahal ternyata tidak sesuai
dengan kenyataannya di lapangan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan
oleh saksi Djoko Pranoto dan Christina Ria Wati Siahaan selaku Pengawas
Teknis di lapangan;

Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume
pekerjaan, yaitu hamparan lapis pondasi agregat kelas A dan lapis AUS (AC-
WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihamparkan tidak sesuai ketebalan
dan gambar, serta pelebaran pekerjaan dan bahu jalan tidak dilaksanakan oleh
Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama selaku pelaksana pekerjaan adalah
perbuatan yang bertentangan dengan Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja yang
berakibat menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen resmi
yang menjadi dasar pencairan dana atau anggaran proyek pekerjaan tersebut
adalah perbuatan melawan hukum karena selain bertentangan dengan
kewajiban hukum yang seharusnya tidak dilakukan pencairan dana atau patut
diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kontrak atau surat
perjanjian pekerjaan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur
dalam Pasal 18 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara Jo Pasal 4 ayat (1), Pasal 122 ayat (10), Pasal 184 ayat (1)
Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri No. 59
Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

Hal. 122 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara a quo ternyata unsur “memperkaya diri atau orang
lain atau korporasi tidak terpenuhi oleh karena kerugian Negara sebesar
Rp72.299.075,66 berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi
Sumatera Utara Nomor SR-131/PW02/5/2013 tanggal 3 Desember 2013;

Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya unsur “memperkaya diri Terdakwa
sendiri atau orang lain atau korporasi dalam dakwaan primair, maka dakwaan
subsidair telah dilanjutkan pemeriksaannya dan ternyata hasil pemeriksaan
persidangan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan
sebagaimana dakwaan subsidair yang telah dinyatakan terbukti oleh Judex
Facti a quo dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 38/Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn
tanggal 27 Agustus 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn
tanggal 19 Juni 2014, sekedar mengenai pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata,
putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di pidana, maka harus
dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP,
Undang Undang No. 48 Tahun 2009, Undang Undang No. 8 Tahun 1981,
Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT
UMUM pada KEJAKSAAN NEGERITANJUNGBALAIASAHAN tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Medan Nomor38/Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn tanggal 27 Agustus
2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 19 Juni
2014, sekedar mengenai pertimbangan hukumnya;
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Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasiini sebesar Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 oleh Dr. H. M. Zaharuddin
Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum., dan
H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu
oleh Dulhusin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa,

Anggota-Anggota: Ketua,
ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. ttd./
ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., MH. Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti:
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah AgungRl,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKIPANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001
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